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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kesehaian merupakan hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh settap
manusia dan merupakan sa ah satu k
papan Dapat dipastkan bahwa,.::'::T::;,fi:ill*l'illJj]li,.":il
dalam periode kehidupannya. segara upaya akan drlakukan untuk sembuh dan
meningkatkan kondtsi kesehatannya Kesehatar merupakan hak asasi manusia
dan salah satu unsur keselahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita.
cita bangsa lndonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila dan Undang_
Undang Dasar Negara Republik lndonesia 194: (UUD NRt l9a5) Sebagai ha?
dasar bagl setiap orang, pelayanan kesehatan adalah hak yang patut diperoteh
setiap warga negara. Di daram uuD NRr 1945 diamanatkan bahwa laminan
kesehatan bagt .nasyarakar kh.sJsnva vano rrck,n .l.h r^,L _^_-..
tanssuns rawab peme, ntah r,",, .lfrl::t, 1"i: iT,i TI ul'-ffif
menyatakan bahwa ,setiap orang berhak hdup sejahtera lahir dan batin.
bertempat tinggal. dan mendapatkan lingkungan hjdup yang baik dan sehat serta
berhak memperoleh pelayanan kesehatan.,,Ketentuan ini kemudian diiaksanakan
dengan Undang-Undanq Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanlutnya
disebut Undang-undang Kesehatan)

Setrap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakai yang setinggi tngginya merupakan tanggung jawab pemerintah
maupun masyarakat, dengan demikian, upaya pembangunan di daerah terutarna
di Kota surabaya, harus berpijak pada wawasan kesehatan serta diraksanakan
berdasarkan prinstp non dtskrimlIatif. parlisipati,, perlindungan dan berke anlutan
yang sangat pentinga artinya bagi pemberrtukan sumber claya manusia
lndonesla peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serla pembangunan
nasional. Terkait upaya penlngkatan kesehatan tersebut Bahder Johan Nasution
menyaiakan bahwa:

I
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"Upaya peningkatan kua itas hidup manusia di bidang kesehatan,
merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh usaha tersebut
meliputi peningkatan kesehatan secara fisik maupun non fisik Di dalam
ststem kesehatan nasiona disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut
semua segi kehtdupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas
dan kompleks. Dar pengertran di atas, dapat dipahami bahwi pada
dasarnya masalah kesehatan menyangkut semua segi kehldupan manusta,
ba k kehidupan rnasa lalu, masa sekatang, maupun masa yang akan
datang Dilihat dari sejarah perkembangannya, tetah terladi p.rubahun
orientasi nilai dan pemikiran mengenai upaya pemeiahan masalah
kesehatan Proses perubahan orientasi dan pemikran dimaksud selalu
berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan sostal budaya.,,l

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu rencana
program prioritas yang terdapat di dalam .encana pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2O1O_2015 (RpJN,4D Tahun 2010_2015).
Program prioritas merupakan program yang bersifat menyentuh angsung
kepentingan publik, berstfat monumental, ltntas urusan, berskala besar dan
memtliki urgensi ttnggi serta memberikan dampak luas kepada masyarakat.

l\,4asalah kesehatan adalah masalah yang krusial namun belum semua
masyarakat yang mempero eh haknya atas pela\/anan kesehatan. Meskipun ielah
ada program Jaminan Kesehatan l\,4asyarakat, Jaminan Kesehatan Daerah, dan
sebagalnya akan tetapi be um dapat melayani seluruh laptsan masyarakat Kota
Surabaya

Oleh karena itu tujuan pokok upaya kesehatan adalah meningkatkan
pemerataan dan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna
serta terjangkau oleh segenap masyarakat. Untuk penyeenggaraan upaya
kesehatan dibutuhkan kebrjakan dan manajemen efektif dan efisien sehingga
dapat tercapai pelayanan kesehatan yang merata dan berkua itas. Sebagaimana
telah diatur dalam Undang-Undaog Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kesehatan) bahwa setiap orang
berhak atas kesehatan dan memilikl hak yang sama dalam mendapatkan
pelayanan kesehatan yang aman bermutu dan terjangkau

Gagasan untuk menyelenggarakan jaminan pelayanan kesehatan yang
dapat diakses oleh seluruh warga Kota Surabaya secara cuma cuma tanpa
melalui prosedur yang berbelit, patut menjadi perhatian untuk mewujudkanoya.

t Bahder Jolian Nasution, Huklrn Xeseharan, Rineka 3ipta, JakaIa. 2005. h.1
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Upaya pelayanan kesehatan tanpa biaya semacam lni teniu sangai didambakan
oleh masyarakat. Penyelenggaran upaya kesehatan di daerah Kota Surabaya
perlu mendapat legitimasi dan dtlaksanakan sesuai dengan peraturan perundang_

undanga^ /arg berkatta.1

Nega:a Kesatuan Republik lndonesia adalah Negara hukum (rechtstaal).
Syarat-syaiat rechtsstate yang dikemukakan oleh Burknes.et.at . yang djkutip
Philipus lt{. Hadjon dalam tuisannya tentang lde Negara Hukum dalam Sjstem
Ketatanegaraan Republik lndonesia adalah sebagai berikut: ).

1. Asas legalitas, setiap tndakan pemerintahan harus didasarkan atas dasar
peraturan perundang-undangan (wettertike gradstag) Dengan landasan tnl,
undang-undang dalam arti formal dan UUD sendifl merupakan tumpuan
dasar tindak pemerintahan Dalam hubungan ini pembentuk undang_undang
merupakan bagian penting negara hukum.

Pembagian kekuasaan syarat ini mengandung firakna bahwa kekuasaan
negara tidak boleh hanya bedumpu pada satu tangan.

Hak-hak dasar \grondrechsten): hak-hak dasar merupakan sasaran
per ndungan hukum bagr rakyat dan sekallgus membatasl kekuasaan
pembentukan undang-undang

Pengawasan Pengadilan. bag rakyat tersedia saluran rnelalui pengad lan
yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemer ntahan lrechtmaligheids
toelsrng ).2

Landasan hukum upaya kesehatan daerah adalah sebagaimana berikut.
a. Undang Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945
b. LJndang Undang No 16 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah Kota

Besar diubah dengan Undang Undang No 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara N0 19 Tahun 1965)

c. Undang Undang No 36 Tahun 2OO9 Tentang Kesehatan (Lembararl
Negara I ahun 2009 No .44 

dan I ambahan I embaral Neqa.a No 50631

3.

'? 
Philipus \,1 iladjon, Lte legara Hukum, har 4.

I
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e.

Undang Undang No 44 Tahun 2OOg Tentang Rumah Sakit lLemOaralr

ffi ::i'Til"::'^:";'JH#11H";"#""J:,,,n:":"i1*
{Lembarar Negara Tdh-n 2009 No .1.12 Da,.t Tamoahal Lembaran
Negara No 5038)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OC4 tentang pemenntahan Daeiafr
(Lembaran Negara Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2OO4

Nomor '125, Tambahan LemDaran Negara Rep.blih l.donesta Nomor
4437) sebagaima.d retar drubah beberapa kali, rerakhir de^gan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2OOg (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lemcaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4844

g. Undang Undang No 40 Tahun 2OO4 Tentang Srstem Jamrnan Sostat
Nbsional (Lembaran Negara Tahun 2004 No 150 Dan Tambahan
L6mbaran Negara No 4456)

Ljndang Undang No 17 Tahun 2007 Tentang Rencana pembangunan

Jangka Panlang Nasional Tahun 2OO5-2025 (Lembaran Negara Repuqlik_
lndonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia No 4700)

Undang Undang No 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan

Perundangundangan (Lembaran Negara Tahun 2011 No 82. Tambahan
Lembaran Negara Repubtik lndonesia IJo 5234)

Undang Undang No 24 Tahun 20.11 Tentang Badan penyelenggara

Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 No
1 16, Tambahan Lembaran Negara No 5256)

Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2012 Teniang penenma Bantuan
luran Jamlnan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2Ol2 No 264,
Tambahan Lembaran Negara No 5372)

Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 Tentang pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO5

Nomor 14. Tambahan Lernbaran Negara Repubik tndonesla Nomor
457 8)
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m. Peraturan pemerintah No 65 Tahun 2005 Tentang pedoman
Penyusunan Dan penerapan Standar pelayanan Minrmal (Lembaral
Negara Republik lndonesia Tahun 2OC5 No 150, Tambahan Lembaran
Negara Republrk lndooesta No 4585)

n Peraturan pemerntah Nomor 3g Tahun 2007 Tentang pembagian
Urusan Kewenangan pemerintah, pemerintah Daerah provinsi, Darr
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesta Nomor 4737)

Peraturan presiden No 72 Tahun 20.12 Tentang Sistem Kesehaian
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No i93) ,
Peraturan preslden No 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatai(
rlembaran Nega.d tahun 20t3 No 29)
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun Zoti fentanj
Pembenlukan prodJk Llukum Daerah (Berita Negara Repuotrk lndonesia.

t.

S.

l.

p.

Tahun 2011 Nomor 694)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik tndonesia Nomor 40 Tahun 20iI
Tentang Pedoman pelaksanaan program Jaminan Kesehatan
l\,4asyarakat (Benta Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 1029)
Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 0Ol Tahun 2012 Tentang Sistem
Rujukan Pelayanan Kesehatan perorangan (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2012 Nam(f jZ2)

Keputusan lvlenter Kesehatan Nomor 128/N,lEN KES/S K/lll2004 Tentang
Kebijakan Dasar pusat Kesehatan Masyarakat
Keputusan l\,{enteri Kesehatan Nomo- 1 29lM E N KES/|/2008 tentang
Standar Pelayanan l\,,linimal Rumah Sakit
Peraturan lvlenteri Kesehatan Republik lndonesta No
741lMENKES/pERA,/ /2008 Tentang Standar petayanan Minimat Bidano
Kesehatan Di Kabupaten/Kota

Peraturan Walikota Surabaya nomor 42
Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya
Tahun2011Nomor67)

I

Tahun 2011 Tentang Rincian

(Benta Daerah Kota Surabaya -!

q.
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x. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2012 Tentang perubahan

Ketiga Atas Peraturan Waikota Surabaya Nomor 80 Tahun 20OB

Tentang Unit Pelaksanan Teknis Dinas pusat Kesehatan Masyarakat
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 28)

Llntuk mewujudkan penyelenggaraan upaya kesehatan daerah Kota
Surabaya yang berkuatitas, terjangkau dan tanpa baya bagl warga Kota
Surabaya, dipandang pedu untuk rnembentuk peraturan Daerah Kota Surabaya
tentang Upaya Kesehatan Daerah.

2. ldentifikasi masatah

Berdasarkan latar belakang di atas, naskah akademik ini mengidentifikasi
permasalahan sebagai beiikut:

1 Apa prinsip penyelenggaraan upaya kesehatan daerah Kota Surabaya ?

2. Apa yang menjadi pertrmbangan atau landasan filosofis, sosloLogis. yurids
pembentukan Rancangan peraturan Daerah tentang Upaya Kesehatan
Daerah Kota Surabaya?

3. Apa sasaran yang akan dtwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan

dan arah pengaturar dalam pembentukan Rancangan peraturan Daerah

tentang Upaya Kesehatan Daerah Kota Surabaya?

3. Tuiuan dan Kegunaan Naskah Akademik l
Pembuatan Naskah Akadem k (NA) ini ditulukan untuk memberikan

justifikasi logis bagi Peraruran Daerah tentang Upaya Kesehatan Daerah Kota

Surabaya yang dilandasl oeh argumen dan landasan berptkir batk yang bersifat
kontekstual-konseptual, maupun yuid s formal

Dalam rangka mplernentast asas negara hukum dan asas legaliias yang

mengedepankan legitimasi terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah yang
berkaitan dengan Upaya Kesehatan Daerah Kota Surabaya dalam rangka
mewujudkan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan non_

diskriminattf. partisipatif dan be.kelanjutan dalam rangka pembentukan sumber
daya manusia lndonesia serta peningkatan ketahanan dan daya salng bangsa
bagi pembangunan nasional

I
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Bahwa mutu pelayanan

seluruh warga Kota Surabaya

yang marnpu, dalam rangka

kepentingan masyarakat Kota

derajat kesehatan yang optimal

Surabaya.

kesehatan tanpa biaya yang dapat diakses oleh

oaik oagi masyerakat miskin maupun msyarakat

pemenuhan hak dan sebesar-besarnya untuk

Surabaya, perlu ditingkatkan sehngga tercapai

secara efektif dan efisien bagi seluruh Warga Kota

4. Metode

Dengan menimbang bahwa tataran persoalan yang dikal ini adalah (1)
tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mewujudkan upaya pelayanan
kesehatan dt Koia Surabaya (2) Akses dan jaminan atas pelayanan kesehatan
perorangan bagi warga Kota Surabaya, (3) penyelenggaraan upaya kesehatan
daerah yang aman, bermutu, dan terjangkau. Atas ha tersebut metode yang
digunakan dalam penyusunan naskah akademik ni adalah metode yuridis emprfls
aiau sosrolegal Metode yundis empris adalah penelitian yang diawali dengan
penelitjan normative atau penelaah terhadap peraturan perundang_undangan
(normati0 yang dilanjutkan dengan observasl yang mendalam serta
penyebarluasan kuesione. untuk mendapatkan cata non_hukum yang terkait dan
berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang ditelitl. Dalam kajtan
akademik rni dipaparkan data statlstik maupun kuantitatif

1
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BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

1. Kajian teoritis

Bahwa Iandasan teoritik dalam penyusLnan peraiuran Daerah tentang
Upaya Kesehatan Daerah Kota Surabaya ini berpijak pada beberapa konsep teori
yang menegaskan penyelenggaraan upaya kesehatan yang berwawasan
kesehatan sebagai jaminan legttimasi hak warga atas pelayanan kesehatan
dengan kualitas yang memenuhi standar minrmal di bldang kqsehatan yang
drjalankan dengan memenuhi plnsip pelayanan put,lik dan ditujukan untuk
meningkatkan derajat kesehatan seruruh masyarakat Klta surabaya secara adir
dan merata

A. Kaiian Teori tentang Konsep pelayanan Kesehalan

PeJayanan kesehatan merupakan setiap upaya yang dlselenggarakan
secara mandiri atau bersama-Sama calam suatu organisasi untuk
meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencelah dan menyembuhkan
penyaktt serta memu thkan kesehatan perorangan, keluarga kelompok dan
ataupun masyarakat pelayanan kesehalan menurut Benyamin Lumenta
adalah segala upaya kegiatan pencegahan dan pengobatan penyakit, semua
upaya dan kegiatan peningkatan serta pemeliharaan kesehatan yang
dilakukan oleh pranata sosia atau lembaga dengan suatu populasi tertentu,
masyarakat atau kornunitas.3 Selanjutnya Hodgelts dan Casio membedakan
pelayanan kesehatan perorangan \perconai health seryrces) atau peLayanan
kedokteran (medical services) atau pelayanan medis dan pelayanan
kesehatan lingkungan (envlronmental health) atau pelayanan kesehatan
masyarakat (publlc h e a h se rvice s).a

Kemudian, Leavel dan C ark menyebutkan cirl-ciri kedua bentuk
pelayanan kesehatan tersebut. pelayanan kesehatan perorangan ditujukan
untuk menyembuhkan penyaklt (curative) dan memulihkan kesehatan

3 Benyamrn Lumcma, petal anaD
Yogyakarta, 1989, h. r5.i Hodgelts dan Casio (1983) datam
l(eluarga, IDI, Jakdrta, 1995, h.1.

Medis, Cirra, Konfllk, dar Harapan, Kanisius,

,\zrul Aswar', Penganrar l,ela],anan Kesehatan Dokter

\
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(rehabilitatil dengan sasaran utama perorangan dan keluarga. sedangkan
pe ayanan kesehatan lingkungan ditujukan untuk meningkatkan kesehatan
(promotive) dan mencegah penyakit (preve,.r,D dengan sasaran utama
kelompok masyarakat.s

Menurut Benyamin Lumenta prinsip pelayanan kesehatan yang harus
dipenuhi agar terlaksana dengan baik, adalah:

1 Terbatas pada pelaksanaan pengobatan yang
kedokteranl

i\4enekankan pencegahan;

i\4enghendaki kerjasama yang wajar antara kaum awam (pasienl
oe.gar para pela<sana mu pengetahuan Kedo{.tersn rdokter):

Mengobati seseorang seutuhnya;

Memelihara hubungan pribadi antara dokter dengan pasten secara erat
dan berkesinambungan;

6 Dikoordinasi dengan pembinaan kesejahteraan sosial;

7 Mengkoordinasi semua lenis (spesiallsasi) pelayanan med s;

B. l\,4emanfaatkan semua pelayanan yarg dtperlukan dan yang dapat
d',berikan imu pengetahuan kedokterln modern kepada masyarakat
yang membutuhkan.6

Sedangkan pelayanan kesehatan yang bermutu menurut Tabtsh adalah
Pelayanan Kesehatan berarti memberikan suatu produk pelayanan
kesehaian sesuai kebutuhan individu dan masyarakat pelayanan
kesehatan yang bermutu tnggi dimulai dengan standar etika manajerial
yang tinggi pula. meliputi: sistem untuk me akukan standar profesional; baik
dari sudut tingkah laku organisasj serta penilaian kegtatan sehari_han.
sisrem pengarnata- dgar oeldyanan selalu dtberikan ses_ar slandar dan
detekst bila terda.at penyimpangan: sena sistem untuk senantiasa

didasarkan atas ilmu
.l

.'2.

3

4.

5

I
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menunjang berlakunya standar profesiona. i

Mutu pelayanan kesehatan berkat:an dengan mutu dan tingkat
kepuasan pasien sebaga konsumen Jamlnan atas pelayanan kesehatan
yang bermutu adalah suatu proses pemenuhan standar mutu pengelolaan
pelayaan kesehatan secara konsisien dan terkelanjutan sehingga konsumen
memperoleh kepuasan. Tujuannya alalah untuk memelrhara dan
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara berke anlutan yang
dijalankan oreh suatu saran perayanan kesehaian secaran internar untuk
mewujudkan vist dan mtsi serta memenuhi kebutuhan konsumennya

Layanan Kesehatan terdir dari beberapa jenrs pelayanan, bajk berupa
pe ayanan rawat inap lhaspitatization) dan juga pelayanan rawat jaian
(ambulatary servibes) peayanan rawat jalan mempunya arti yang lebjh
penting daripada pelayanan rawat inap. Sesuai dengan perkembangan yang
terjad, maka saat tn terdapat berbagai bentuk perawatan rawat jalan.
l\,4enurut Feste (Tengker, 1991 : 33_34), dalam buku Veronrka Komalawati
yang berjudul 'Peranan Informed Consent Dalam Transaksr Terapeutik-,
bahwa pelayanan rawat ja an dibedakan ates 2 (dua) macam, yaitu.s

'l) Peiayanan Rawat Jalan Klinik Rumah sakit. Bentuk petayanan rawat
jalan ini diselenggarakan oleh klinik yang ada kaitannya dengan rumah
sakit (hosplta/ based ambutatory cars), yang terdiri dan pelayanan
gawat darurat (emergency services), pelayanan rawat lalan peripurna
\camprehensive haspital outpatient seryices), pelayana rulukan (referral
serylces), pelayanan bedah jalan (ambltatory surgency services)

2) Perawatan rawat jalan klinjk mandiri. Bentuk perawatan lalan ini
diselenggarakan oleh klinik mandiri, Taitu yang tidak ada hubungan
organisatoris dengan rumah sakit (r.ree,sfan ding ambulatory centers)

Rawat jalan bertujuan untuk melakukan observasi, diagnosis
pengcbatan rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa

)
\

-1"

/ Tabish (lgSE) dalam tandra
Press; Jakafta 2000. h 20
3 Veronica I(omatasari, tluklrr
Jakarra, 1qE9. h.79 80.

yoga Adirama, Mana.i2men Administrasi Rl,nah Sakif, UI

dan latiko dalam t rahrik Dokrer, rrusraka S)nar Harapan,
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mengnaruskan pasien tersebut

perlu ,mengeluarkan btaya untuk

dirawat inap, keuntunganya pasien

menginap (opname).

tidak

B. Kajian Teori tentang Konsep Hak Asasi Manusia

Bahwa upaya pe ayanan kesel-atan yang

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat merupakan

sebagaimana djatur daam UUD NRI 1945 pasal 28

dinyatakan sebagai berikut:

:t

bertujuan untuk

hak asasi manusia

H ayat (1) yang

"Setlap orang berhak hidup sejahtera ahir dan batin, bertempat tinggal,

dan mendapatkan lingkungan hjdup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.,,

Konsep dasar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Universal
Decla-ation oi Human Rlght s preambule 1E4g dinyatakan bahwa,e

'Recognation of the inherent clignity ancl of the equat and inalienabte
rights of all members of the human famity is the faundatian of freedom,

Jrstice and peace in the warld,

Kecentingan pal ng mendasar dari setiap warga negara adalah
perlindungan terhadap hak haknya sebagai manusia. Hak asasi manusta
merupakan rnateri nti dari naskah undang,undang dasar negara modern. Hak
Asas l,4anusia (HA[/]) adalah seperangkat hak yang meekat pada hakikat
dan keberadaan setiap manlsia sebagai ma(hluk Allah SWT dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunlung lnggi. dan dLlndungi oleh
negara hukum, kerajaan, dan setiap orang. demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.lt Arttnya, yang dimaksud sebagai
hak asasi n'ranusia adalah hak yang melekat pada diri settap pribadi

manusia.Karena itu. hak asasi manusia (ihe human rehts) itu berbeda dari
pengertian hak warga negara (fhe citizen's ights). Namun, karena hak asisi
manusia itu telah tercantum dengan tegas calam UUD i945. sehingga juga
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neqara ata
ielah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga
" con stitu tion at ri g hts".1 1

Pengertian-pengertian mengenat hak warga negara luga haru:
dibedakan pula antara hak konstitusional dan hak legal.

Hak konstitu:ional (constitutianal rights) adalah hak_hak yang dijamrn
di dalam dan oleh UUD 1945, sedangkan hak_hak hukum (/egal righfs) timbut
berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang undangan di
bawahnya (subordln ate legislations). Setelah ketentuan tentang hak asasi
manusia diadopsikan secara lengkap dalam UUD 1945.12 pengertian tentang
hak asasi rnanusia dan hak asasi warga negara dapat dtkaitkan dengan
pengertian conslitultonat n'ghis, yang di.lamin datam UUD i945 Selain jtu,
setiap warga negara Indonesia memiriki juga hak-hak hukum yang rebih rinci
dan operas onar ya.g diatlrr oengan undang undang ata,oun peraluran
perundang-undangan latn yang lebih rendah. Hak_hak yang lahir dari
peraturan di luar undang-undang dasar d sebut hak_hak hukum (legal tight's),
bukan hak konstitusional \constitutional righfs).1.

Dalam hal ini hak asasi manusia vang terkandung dalam pasal 28H
ayat ('1) UUD NRI 1945 sebagaimana yang dtsebutkan di atas, merupakan
hak konstitusional (conshtutronal rights) yang dimilikr oleh setiap orang.
Kesehatan tidak lagr sekedar d pandang sebagai urusan prbadi yang tidak
ada hubungannya dengan tanggung jav\,ab negara, tetapi llrga diakui dan
dijamrn pemeliharaannya sebagai suatu hak hukum (Legal Right)

Hak Asast lvlanusta dan perlembagaan merupakan implementasi dari
prnsip legaiitas dan pflnstp negara hukun] demokrasr penghormatan hak_
hak asasi manusia diatur secara tegas dj dalam perlembagaan Selain ttu
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kewaliban negara untuk menjamio serta melindungi hak asasi manusia
warganya

Pengho.mata.] le.naoap hak asasi rnanusia netganoung a,ji bal^wa
negara melindungi pelaksanaan hak_hak asasi manusia sebagaimana telah
dimuat dalam undang-undang dasar negara rnodern Hak Asasi l\,4anusia
(HAN,4) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan
setiap manusia sebagai makhluk Aflah S\./T dan merupakan anugerah_Nia
yang wajib dihormatr djunjung tinggi, dan ditrndungi oteh negar;, huku;,
kerajaan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perrindungan harkat dan
martabat manusia.ra Hal tni mempunyai makna bahwa hak asast manus,a
adalah hax yang melekat pada d,ri setiaF pribadi r]alusia. Kerana itu, hak
asasi manusia (the human ,ghts) itu berbeda dari pengertian hak warga
negara (fhe citizen's rights). Namun, karena hak asasi manusia rtu telah
tercantum dengan tegas dalarn UUD 194S, sehingga luga telah resmt
menjadi hak konstitus onal seUap warga negara atau ,corstifu, 

onal rights,, 1s

DaSa' keberadaan hak asasi manusia nietrrr.l,r.m
impreinentasi asas esai tas """" ;":';:" ::::ff :' ::'::;11i::l
adalah kesepakatan umum atau persetujuan fcorsensus) di antara mayoritas
rakyal mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara.
KonsUtusi merupakan konsensus bersama atau general agreement seluruh
warga negara Organtsasi negara itu diperlukan oleh warga masvarakat
poiitrk agar kepentingaI mereka bersama dapat dilinCungt atau dtpromostkan
melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut neoara 16
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C. Kajian Teori tentang Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab negara daLam menghormati, melrndungl dari

memenuhi hak asasi manusla ttdak terlepas dari enam prinsip prinsip pokok

hak asas manusia yang merupakan rumusan dasar dan acuan standar

dalam pelaksanaan hak asasr manusia, yaitu: 17

'1. Unlversal dan tidak dapat dl cabut (uniyersa/ and inalrcnabilily), HAM

merupakan hak yang melekat diilikl oleh selurh umat manusia di dunia

memilikinya. Hak-hak tersebut tidak b,isa di serahkan secara sukarela

ataupun dicabut

2. Tidak bisa dtbag (lndisb ity)HAM baik sipi , soclal, budaya dan ekonom

semuanya lnheren menyatu sebagai bagalan dari harkat dan bartabat

manusia yang tidak bisa diplsahkan.

3. Salrng bergantunq dan berkaitan (interdependence and nterecelation).

bark secara keseluruhan aupun sebagaian, pemenuhan dari satu hak

seringkalr bergantung pada hak-hak lainya

'7,qdnan Br],ung Nasuco:1, etal., Inslrman
Mdnusia, Yayasan Obor lndoncsi^, \ ayasan bantul.l
Ale Arif, Jakarta, 2006.

IntemationcLL Pakok Ilak Asosi
IIukum lndonesla, lielompok Kerja

4 Kesetaraan dan non diskrlminasi (Equality and non discrimination)

Setiap indivrdu sederajat sebagai umat manusia dan memiliki kebaikan

yang Inheren dalarn harkat dan martabat masing-masing. Setiap

manusia berhak sepenuhnya atas hak-haknya tanpa ada perbedaan

dengan alasan apapJn, seperti alasan perbedaan ras, waTna kultt, etnis,

usia bahasa, agama, oan pandangan lainya hewarganegataan dan latar

belakang sosial, cacat dan kekurangan tingLat kesejahteraan, kelahiran,

status sosial lainya

5. Partisipasi dan kontribsi (Pafticipation and contibution), Setiap oang dan

seluruh masyarakat berhak untuk berp"ran aktif sebebasnya dan bera i

dalam partisipasr dan berkontrlbusi untuk menikmati kehidupan

pembangunan balk s p politik ekonomi sosial dan budaya

I
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6. Tanggung jawab negara dan penegakan hukum (sfafe respansib ily)

adalah negara bertanggung jawab untuk mentaati HAM dalam hal ini

mereka harus tunduk pada norma-norma hukum stadar yang tercantum

dalam instrumen-instrumen HAI\,4, Seanatnya negara gagaL dalani
melaksanakan tanggung jawabnya, maka pihak_pihak yang d rugikan

be.hak untuk mengajukan tuntutan secara layak yang sesua aturan
prosedur hukum yang berlaku

D. Kajian Teori tentang Keadilan Sosial

Notohamidjolo mengemukakan pokok-pokok tentang keadilan sosial
sebagai berikut

"Keadtlan sostal lalah keadilan yang memberikan kepada masng_
masing bagiannya, dalam segala hal kegiatan kebudayaan dalam
masyarakat. Keadjlan sostal memberikan kepada masing_masrng

bagiannya dalam bidang ekonomi, perhubungan sosat, politik dan

kebudayaan pada umumnya. Keadilan sosial menuntut supaya
manusia hidup dengan layak dalam masyarakat lvlasing_masifg harus
diberi kesempatan menurut rrenserlke waardighejd (kepatutan

rnanusia). Dengan perkataan lain, maka keadilan sosial menuntut
perkembangan kebudayaan yang meninggi dan meluas, dan keadilan
dalam pembag an kebudayaan itu '13

Menurut Soetandyo Wtgnjosoebroto, ,,Keadilan sosiai adalah suatu
prinsrp yang menyatakan secara normative bahwa - atau suatu sttuasi sosial
yang menggambarkan keadaan bagaimana _ setiap warga masyarakat
memperoleh kesejahteraan yang cukup dan sepadan dengan usaha,
kebutuhan dan martabat kedudukannya di dalam masyarakai.,ie

l
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'3 o Notohamidlojo dalam R.1hdsra-,rluklm oteh W.F. de caai Forrman, BpK
Gunung Mulia, Jakarta. 1973, hat. 9,10. Lihat juga Sumargono ugloho. sls/em
InterueEi Kesejahteraan so.siat, tlanindrra, yogat<arta, tDS+, trat. S?.

'! Soetandt'o WignjosoebroL.r. . Keaditan Sasiat seb\ah perbncangan tentons
kebuluhan golonqan mskin, dan apa Aang dapat .jiperbuat oleh niX"^ ""t"imemenuhinAa', Malalah tlmiah Fakultas Sosial UniversiLas r\irtangga, r.ahun r., No. ,i\pdl -JunL 1981, hal. i.
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KedJa perumusan di atas baik yang drkemukakan oleh Notohamidjolo
dan Soetandyo terdapat persamaan yang paling esensial di da am keadilan
sosial Kecualt menjelaskan adi keadilan sosial bagi setiap warga'
masyarakat dan mernperbincangkan persoalan_persoalannya, Soetandyg
dalam salah satu pokok pembahasannya rnengedepankan persoalan
distrbusi pendapatan nasonal distribusi kesempatan untuk memperoleh
sebagian dari pendapatan nasional 20

E. Kaiian Teori tentang pelayanan publik

Konsep pelayanan publik dalam pasal 1 angka 1 Undang_Undang No.
25 Tahun 2009 tentang pelayanan pubtik bahwa pelayanan publik adalah
kegratan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bag setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif
yang drsedaakan oteh penyelenggara pelayanan publik

Undang-Uodang Nomor 25 Tahun 2OOg Tentang pelayanan publik 
Juga

menyatakan pada pasal 1 bahwa pelaksana pelayanan pubiik adalah
pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerla d dalam
Organsasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau
serangkalan tindakan pelayanan publik. Sedangkan yang drmaksud dengan
Penyelenggaran pelayanan publik itu sendin adalah setiap rnstitusi
penyelenggara negara korporasi, lembaga independen yang dibentuk
berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan pubtk dan badan
hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publrk2l

Berkaitan dengan pejabat (orang,/aparat) pelaksana kekuasaan
pemerintahan dalam pelayanan publik, Undang Undang Nomor 2g Tahun
1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi. Kolusl dan Nepotisme pada pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa
Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungst

,o lbiC, ha]. 2.

-, I Undanq-Undang Nonror 25 Tahun 2009 Te:rrang petayanan pubLlk_ (r,cmbaran
Negara RepLblik IndonesH Tahun 2rj09 Nomor 112), pasJ 1 anska 2

I

I

I



eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan iugas
pokoknya berkattan dengan penyelenggaraan negara sesuai den;an
ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

Hubungan antar peryelenggara Negara harus diiaksanakan dengan
menaatt norma-norma kelembagaan, kesopanan, kesusjlaan dan etika yang
berlandaskan pancasila dan Undang_lJndang Dasar 1945 HuOungalr
tersebut tetap berpegang teguh pada asas_asas umum penyelenggara
negara dan ketentuan peraturan perundang_undangao yang berlaku.

U.tLk mencegah ta.ladtnya .najadm nistrasi dala,.t-l pe,ayanan p,lblik,
maka penyelenggara negara selain berpegang pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku, pejabavaparat pelaksana kekuasaan pemerintahan
juga be.pegang pada Asas-asas Umum pemerintahan yang Batk. Dalam
penyelenggaraan pemerintahan ataupun pelayanan publik, telah terdapat
prinsip-prinsip peme.intahan yang baik (AUpB) disamp ng tandasan
peraturan perundang undangan22

Srstem pemennlahan yang layak (gaod governance) yang terwuiud
dalam penyelenggaraar pemenrtahan regara yang ber"n rl.an.pa,un-
partisrpatif, dan yang memtlik akuntabilitas publik, merupakan hal yang
sangat menentukan berfungsinya supra struktur dan infra struktur politik
sesuai dengan ketentuar hukum yang dibuat secara demokratrs 23

Pelayanan publk ipubltc se,.ylce) menentukan tindakan ttndakan yang
tepat bagi para pegawai dan para menteri seperti halnya hal yang sama yang
ada dalam pemerntahan daerah dan badan-badan swasta Dalam sistem
hukum administrasi prancts, pelaksanaan fungst pelayanan publik (m/.sslon
de se-]r'tce public) dilandasi oteh Rottan principles yang metiput| continueity,
aclaptabilitty, equahty, da, neutralitfa.

I
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,3 lllJltN, Scminar llukur Nasronal
Masyarakar Madani, Jakarra. tt-15 Okrober,! Loc.crr.. h 31
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l Continueity

Adalah konttnuitas dalam ketentJan hu<um tentang pelayanan,

mengikuti tindakan yang dipertukan dalam kepentlngan publik.

Apabila hal tersebut benar-benar merupakan kepentinqan publik,

masyarakat dlberikan pengharapan bahwa pelayanan publik telah
tersedia.

2. Adaptability

Adaptabtlity mensyaratkan bahwa pejabal pemerintah harus dapat
merubah spesiflkast peiayanan sesuet dengan perubahan_perubahan

kepeniingan pubik. Daam perjanjian-perjanlran pflvat kesucian
kontrak atau persetuluan-persetujuan ada ah nilaFnilai yang

dominan, dan in berarti bahwa merubah suatu kontruksi kontrak ataLi

suatu persetulua pe ayanan harus dibuat berdasarkan kesepakaian.

Dalam huhL.n puoil. keoentingan FUbhk ada,ah yarg pa n9 utama.

sehingga persyaratan,persyaratan tentarg hal tersebut daqat
dipaksakan pada kontraktor.

3. Equatity af users

Adalah aspek umum ketatanegaraan mengenai pnnsip persamaan

dalam pelayanan publik Dalam hal suatu tindakan ditakukan atas

barang-barang yang keseluruhannya adalah barang publik, dan

semuanya re evan dengan publik harus meng_akses pada
persamaan pe ayanan dan diperlakukan secara sama untuk itu.

4.. Neutrality

Netralitas merefleksikan cara negara lib-.ral yang tidak sekadar
mencarl untuk menentukan idea kehidupa: yang balk bagl warga
negara tetap lebih jauh lagi adalah untuk memfasi itas pilihan

tet.1ang perbedda,1 cara htdup

Pasal 4 UU No. 2b tahun 2OC9 tentang pelayanan publ,k,

Penyelenggaraan pelayanan publtk berasaskan:

a. kepentingan umum:

i
i

\

1B



t.

e.

f.

b. kepastian hukuml

kesamaan hak,

keseimbangan hak dan kewajtban;

I eprofesion alan;

partisipatif;

F ersamaan pedakuan/|dak dtskriminatif;

keterbukaan,

akuntabilitas

fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentani

. ketepatan waktut dan

I kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan

Dengan pendekatan fungsionaris dapat dtdenhfikasi mengenai
aparaVpelaksana peayanan publik, baik dari seJi perjlaku. kompetensr,
maupun jumlah personel. Hal tersebut ditujukan agar dalam pelaksanaan
tindak pemerintahan tidak terjadi hal-hal yanE bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan maupun Asas asas Umum pemerintahan
yang Baik. Oleh karena itu. Administrasi Kepegawaian dan Standar
Pelayanan bagi penyelenggaraan pelayanan pubik merupakan hal yang
pentinJ. Administrasi kepegawaian dikembangkan dengan tujuan25:

a. Penggunaan secara eFektif tenaga kerja manus a;

b. Tercipta, terpellhara serta terkembang[an hubungan kerja yang
rnemberikan suasana kerja yang menyenangkan individ u yang bekerja
sama;

c. Tercapainya perkembangan yang maksimal bagi mastng_masing
indtvidu yang bekerjasama tersebut.

, . 5A!,' Widjaja, Adminisrrasi Kepegawaiar. Suatu pengantar, Ralau.ali pers,
Jakarra, 19!.0. h. 16
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Efektif rnemiliki artr tercapainya sasaran yang diinginkan, yakni masing-

masing individu pegawai memi iki kemampuan dalam menye esaikan tugas-

tugasnya serta efisien dalam pelaksanaan tugas itu Sehingga dapat

dikatakan bahwa "efisien' berlangsung setelah "efektivitas" terladi '?6

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan

Publrk, disebutkan pada Pasal 21, Standar penyelenggaraan Pelayanan

Publik sekurang-kurangnya meliputi komponen berikut ni, '

a Dasar hukuml

b Persyaratan:

c Sisten. mekanrsne da'prosedur

d. Jangka waktu penye esatan:

e. Biaya/tarifl

f. Produk pelayanan;

g. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas;

h. Kompetensi Pelaksana;

j. Pengawasaninternal,

j Penanganan pengaluan saran, dan masukan;

k Jumlah peLaksanal

l. Jaminan pelayanan yang memberlkan kepasiian

dilaksanakan sesuar dengan standar pelayanan,

pelayanan

m. Jamrnan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk

komrtmen untuk memberikan rasa amen, bebas dari bahaya, dan risjko

keragu-raguan

Keberadaan pemenntahan dari mula ada hingga saat ini tidak lain

ditulukan untuk menjarrin terpenuhinya hak-hak dasar warganya, yakrul

keamanan, keselahteraan. kesehatan, pendidjkan dan pelayanan publik

1
I
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Fungsi pokok birokrast adalah menjamin terselenggaranya kehidupan

negara dan menjadi alat masyarakat dalam mencapai tuiuan negara UnfuK,

melaksanakan fungsi itu, birokrasi pemerintah setidaknya rnemiliki empat

fungsi pokok, yaknt .28 :'

1. Memberikan pelayanan publik baik yang bersilat clv, servlce maupun

civic seNice, seperti memberikan pelayanan perijinan, pembuatan

dokumen, perllndungan pemeliharaan fasilitas umum pendidikan,

hesehatan arr berc 1 dan sebagainya.

2. Melakukan pemberdayaan (empowermenl) terhadap masyarakat untuk

mencapai kemaluan dalam kehrdupan yang lebih baik seperti melakukan

pqmbimbingan pendampingan, konsultasi, menyediakan modal dan

fasilrras -saha.

Kewajiban pemerintah tersebut secara ielas dan

Konstitusi UUD 1945 (pasaL 28-34).'?7

3.

4.

teoas diamanatkan dalani

21

-\

Menyelenggarakan pembangunan (development) di tengah masyarakat

sepertr memba-9Jn irf'dstruktur pemoangunan telekomunikaii

perdagangan dan sebagaLnya.

Menyedrakan perangkat hukum untuk menciptakan ketertiban dan

kepastian hukum

2. Kaiian Prinsip-prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Upaya kesehatan daerah tni

berpijak pada prinsrp dalarn pembentukan peraturan perundang undangan dan

memperhatikan konsep hierarki peraturan perundang-undangan. Tidak ada suatu

sistem hukum positif di dunia ini yang secara khusus mengatur tata uruian

peraturan perundang-undangan. Kalaupun ada pengaturan, hanya tetbaias pada

asas yang menyebutkan msalnya: Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan

{

17 Sukaru,o. 1,engaland,1 ilerronnosi Blrokrasi Di Jaua Timur Ken.)dt.t dan lnouat,
Makatah disampaikan pada lorum dralog l,erencanaan Pembangunan llllkum Nasioral
Bidang llukum Administrasi Negara drselenggarakan oleh Badan Pemlrroaao Ilukum
Nasional. di Hotel Jw NlarnotL Su:ab:rya, ranggal 14 s/d L6 Mei 2007, hal a

,3 lbi.r., hat s
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dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya
dalam UUD ada ungkapan "the suprerne law of the land,,. 2e

Secara teorittk, tata urutan peraturan perundang undanqan dapat dikaitkan
dengan ajaian Hans Ke sen rnengenai ,sfufenbau 

des Rechl,atau The hierarchy
af law'\ang berinttkan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenlang
dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kardah yang lebih
tinggi.30 Untuk lebih memaham teor , SflifenbaL. des Recht.i harus d,hubungkan
dengan ajaran Kelsen yang lain yaitu ,,Re/r,e Re?hts/ehre,,atau .The pure theory
of law"(Ie$ muni tentang hukum)31 dan bahwa hukurn itu ttdak latn dati,,cammand
of the sovereign"-kehendak darl yang berkuasa.32

Menurut teon murni tentanq hukum, hukum tidak latn dari sistem hukum
positif yang djbuat penguasa Hukum positif ini dapat berupa peraturan
perundang undangan sebaqa ka dah hukum (general norm) dan ka dah_kaidah
yang terjadi karena putusan hakrm sebagaj katdah khusus (indivrdual norm).34
Karena ttdak mungkin menempatkan puiusan hakim dalam tata urutan, maka
pengedian "Stufenbau desFechl,, adalah tata urutan petaturan perundanq-
undangan (kaidah umum). pemahaman ini lebih diperkuat dengan ajaran Kelsen
tentang teo-i murnl tentang hukum yaitu bahwa objek kajian hukum (/egal scierce)
hanyalah mengenai tsi hukum pos tif, sedangkan mengenai baik atau buruk suatu
kaidah yang mencerminkan satu n lai tertentu, masalah tujuan hukum, dan hal_hal
ain yang bersifat frosofis bukan objek teori hukum, merainkan objek firsafat.
Filsafat hul,:um bukan bagran dari teori kajian hukum. pandangan ini bertalran
dengan pailam "tegat posotivtsm,'. Dan Hans Kelsen tergolong ke dalam kelompok
positivist.3a

Atau

.-. 
2, UUD Amerika Serjkal, pasat a, (tihat Bagir Maran, ieon .tan ]+)L1tLk Konsnlusl,DirFktorar,Jcnderdl pendrdjkl Tjng8r Drpa.remen pendidrkan Nasional 2001, ha1.130.

Lol. l2l "tKerscn utne'tl k.laru or Lau and slale, llusel & Itusel' NcwYork, 1973,

r: ]\lrsrin M Chrntrengo, Dss€ntrd,
London, 19(15, hal 43.

Junsprudence, Cavendjsh hlrjrshing Ljmircd, "+

I
I

r? Itars Kelsen, Op..it, lrl.30.
rr Ibld.. hal. r34
3r ndgar Bodcnheimer_ tunsptudence,ltaward Unjvcrsir]. rrrcss. 1.r70. hat.98
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Menurut Bagir l\y'anan ajaran tentang tata urutan
undangan demiklan mengandung beberapa prinsip, yaitu

peraturan perundang_

1. Peraturan perundang_undangan yang lebih tinggi kedudukannya
dapai dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan
perundang_undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya

2. Peraturan perundang_undangan tingkat lebih rendah harus
bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan
perundang-undangaf tingkat lebih tinggi.

3. lsl atau muatan peraturan perundang_undangan yang lebih rendah
tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang tebrh tinggi tingkatannya

4. Suatu peraturan perundang_undangan hanya dapat dtcabut atau
digantt atau dtubah dengan peraturan perundang_undangan yang
lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederaJat.

5. Peraturan-peraturan perundang-undangan yang selenis apabjla
mengatur maten yang sama, maka peraturan yang terbaru harus
diberlakukan, walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan
bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain itu peraturan yang
mengatur materi yang ebih khusus harus liutamakan dari peraturan
perundang-undangan yang lebrh umUm 35

Bahwa asas yang dlgunakan peraturan daerah rni selaras dengan asas
dalam pembentukan peraturan perundang_undangan sebagajmana diatur dalam
Undang-Undang No. i2 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang_
undangan

Pasal 6

(1) Materi muatan peraturan perundang_undangan 
harus

mencerminkan asas:

35

hal. 19.
Ma,.^arf, Teai dan patitik Konstitusi, cerakan kcdua, Op_af,

I
I

Bagir
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a pengayoman;

b. kemanusiaan;

c.. kebangsaan;

d. kekeluargaanl

e. kenusantaraan:

f. bhinneka tunggal rka:

g keadilan;

h. kesamaan kedudukan dalam hukum danpemerintahan

i. ketertiban dan kepast an hukum; dan/atau

l. keseimbangan, keserasian. dan keselarasan

Selanjutnya penormaan terhadap produk hukum daerah tentang lJpaya

Kesehatan Daerah ini juga selaras dengan asas asas penyelenggaraan negara

dan asas asas pelayanan publik bagi masyarakat yakn sebagar benkut

- Asas Umum Penyelenggaraan Negara

Pasal 20 ayat (1) UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

pemerintahan berpedoman pada Asas Umurn Penyelenggaraan Negara yang

terdiri atas :

a) Asas kepastian hukum

b) Asas terlib penyelenggara negara,

c) Asas kepentingan umum,

d) Asas keterbukaan;

e) Asas proporsionalitas

0 Asas profeslonalitas:

g) Asas akuntabilitas;

h) Asas efisiensil

i) Asas efektivitas.

Bahwa Asas Ljmum Penyelenggaraan Negara ini sesuai dengan Undang-

Undang No. 28 iahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yag Bersih dan

24
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Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, ditambah asas efektifitas dirri
efisiensi.36

.:

Penvelenqaaraan

'.:

- Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik

pelayanan publik berasaskan:

a. kepentingan umum

b. kepastian hukum,

c. kesamaan haki

d. keseimbangan hak dan kewajiban;

e keprofesionalan:

f. partisipatif;

g. persamaan per akuan/tidak drskriminatif:

h. keterbukaanl

i. akLntabiritas,

j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;

k. ketepatan waktu; dan

L kecepatan kemudahan, dan keterjangkauan

Bahwa asas sebagaimana dtsebutkan di atas selaras dengan yang dimuat
dalam Peraturan Daerah tentang Upaya Kesehatan Daerah yaknt sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 36 Tahuf 2009 tentang Kesehatan

Pasa 2:

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan
perikemanustaan, kesetmbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan
terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gende., dan nondsknmtnatif dan
norma-norma agama.

. , 
' . ) tY: w:dld J. / ., Lp, ro trcar atanont Di tnda .e5.a .t /an . uq,,

-5osrdrrsasi L'Lr rvo. J2 / ahun 2aod tun..tr)q pemenntahan DaeralL t<ajacraiindo Ircrsada,Ja]rarta,200;. hat 172 173
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Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Ststem Jaminan Sosial
NasionaJ

Pasal 2.

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan
kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sostal
lndonesia

beTdasarkan asas

bagt seluruh rakyat

LJndang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Jaminan Sosial

Pasal 2:

Badan Penyelenggara

BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan
asas:

a kemanusiaan.

b manfaatt dan

c keadilan sosia bagi seluruh rakyat lndonesia

Berdasarkan hal-hal tersebut asas_asas yang terkandunq
Peraturan Perunoang-Jndanga- terkdtt dijlwai olel^ asas-asas dala-n
Daerah Kota Surabaya ientang Upaya Kesehatan Daerah

di dalam

Peraturan

3. Kajian terhadap praktek penyelenggaraan

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang memiliki peran penting dalam
peningkatan kualttas hjdup masyarakat Semakin tinggl kesadaran masyarakat
akan kesehatan ringkungan dan dirinya maka semakrn bark derarat kesehatan
masyarakat.

Penyelenggaraan jaminan kesehatan yang dilakukan di Kota Surabaya
adalah dengan menggunakan pemblayaan asuranst dan pembtayaan sendin
Untuk warga kota Surabaya yang menjadi pegawai Neger Stpil dan anggota TNl,
jaminan atas pembiayaan kesehatan mereka ditanggung oleh ASKES dan
ASABRI. Warga kota Surabaya yang bekerja di sector swasta mendapat
perianggungan dari JAMSOSTEK Selatn itu warga kota Surabaya juga menjadi
peserta dari asuransi kesehatan swasta dengan membayar premi setlap bulan.

I
l
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Warga kota Surabaya yang mampu secata ekonomi memang tidak
mendapat banyak kesulttan dalam pembiayaan kesehatan untuk mereka dan
keluarganya, tetapi permasalahan pembiayaan ini terjadl uniuk warga kota
Surabaya yang tidak mampu pemerintah kota Surabaya mempunyai mekanisme
pembiayaan untuk warga koia Surabaya yang tidak rampu. program tersebut
adalah Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat (JAMKESI\,AS). program layanan
kesehatan ini digunakan untuk menlamin biaya kesehatan kepada warga yang
tidak mampu untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan Akan tetapi,
program jamkesmas inl juga mempunyai kendaa yailu program ini terbatas
sehingga warga miskin dl Kota Surabaya Udak semua dapat drlangkau oleh
program jamkesmas.

l\,4asyarakat miskin kota Surabaya yang dibiayat Anggaran pendapatan Dan
Belanja Daerah kota Surabaya (ApBD) menggunakan program jamkesmas
sebagaimana disebutkan dr atas. penyelenggaraan JAIVIKESN,4AS di Kota
Surabaya berdasarkan pada peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2010 Tentang
Petunjuk Teknis pemberian pelayanan Kesehatan Bagj I\,4asyarakat l\,4isktn Kota
Surabaya Yang Dibiayai ApBD Kota Surabaya

Jenis pelayanan JAMKESMAS kuota yang diberikan melrputi pelayanan
kesehatan dasar di puskemas dan Jaringannya termasuk persalinan normal dan
pelayanan kesehatan anjutan (rujukan) di rumah sakit yang bekerja sama dengan
Kementerian Kesehatan Sedangkan, untuk jenis pelayanan JANiIKESN/IAS Non
Kuota pelayanan kesehatan lanjutan (rujukan) dilaksana(an di Rumah Sakit yang
bekerja sama Pemerintah Kota Surabaya.

Rumah Sakit pemberi pelayanan kesehatan bagl masyarakat miskin peserta
JAN.4KES[.4AS kuota di Surabaya.]7

Tipe Rumah Sakit

RSU Dr Moh Soewandl B (Kota)

I
I
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, djunirutr pada 30 November
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Nama Rumah Sakit

nSUD Or. Soetomo

RS.U Haji



4 RS Al lrsyad

5 R$ Bhayangkar

6 RS Brawijayi

7 RSI Darus Syifa

8 RS Bakti Raha

9

10

i
n'
13

RS Karang Tem

Balai Kelehatan

RSJ Menur

RS Bakti Dharrnt

RSAL Dr Ramel;

14 RSI Jemursafl

15 RSI A. Yani

yu

n bok

lVata l\,4asyarakat

rma Husada

I

\

an

Rumah Sakit pemberi pelayanan

JAMKESMAS Non Kuota (SK[,4)38

kesehatan bagi masyarakat miskin peserta

Rumah Sakit

RS Jjwa Lawang

RS Karang Tembok
_l10 Balar Kesehatan Mata l\,4asyarakat

30 tbid

C

C

C

fu"*"*yan ranonsi;

l4 I RS Al lrsyad

5 RS Bhayangkara

2A

nsuo DiGGiomo

RSI Darus Syifa

RS Bakti Rahayu

RSJ Menur
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12 RS Bakti Dharma

13 RS Anwar [4edil(a

14 RSI Jemursari

RSI A. Yani15

16 RS William Booth

17 RS Gotong Royong

18 RS Port Heatth Cen

19 RS Mata Undaan-

Husada

Bagj masyarakat miskin non kuota harus mendapatkan surat keterangan.
miskrn (SKN,{) berdasarkan peraturan Walikota No 12 Tahun 2Oi0 yang
memiljki masa berlaku 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang setiap 6 bulant
sekalt.

Berdasarkan data Drnas Kependudukan dan Catatan Sipit Kota Surabaya
hjngga Desember 2013 jumlah penduduk Surabaya adatah 3.198.180 jiwa-.
Jumlah penduduk Kota Surabaya berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin
sebagai berikut3e:

Srdoarjo

[_T]-L:

3e http://sur.rhal,akori bps4o.id /ipdex.Elplhal=rabet&id=4. diun.luh pada 30 Novernber 201rl
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Jumlah penduduk misktn di Kota Surabaya berdasarkan
Pusat Statistik Kota Surabaya Tahun 20,1i
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4. lmplikasi Pengaturan Terhadap Sosial Dan Anggaran pemerintah Daerah
Pengaluran laminan kesehatan yang nelindungi seluruh warga kota

Surabaya akan memberikan dampak kepada Arggaran pendapatan Dan Belanja

Daerah (APBD) Kota Surabaya, khususnya untuk penyediaan fasilttas kesehatan
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dan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi warga kota Surabaya. Hal ini
dikarenakan Jaminan pelayanan kesehatan dlberikan kepada semua warga kota
Surabaya batk wa.ga kota yang mampu maupun yang Iclak mampu sehrngga
akan membenkan beban anggaran pengeluaran untuk pemerintah Kota
Surabaya Akan tetapi, hal nr bukanlah menjadi masalah, karena anggarii
Pemerintah Kota Surabaya tahun kema n (2012) sekitar kurang lebih Rpll
6.000 000.000 000,00 (Enam tn un rupiah) Angka yang sedemikian besar ini
pastinya trdak akan teratu membebani alokasi kesehatan untuk warga kotl
Surabaya Undang Undang Kesehaian juga mengamanatkan bahwa pemerjntah

Daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembiayaan kesehatan bagi
warganya

Untuk itu pemerintah daerah luga membuka ruang terbuka untuk partisipasi
public batk masyarakat malrpun swasta untuk turut serta mendukung pelaksanaan
penyelenggaraan upaya kesehatan daerah Kota Surabaya. Bentuk partisipasi
yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan swasta adalah dengan ikut andil
menyedtakan fasilitas dan pembenan layanan upaya kesehatan dt Kota
Surabaya. Fasilitas dan layanan yang dimaksud dapat berbentuk pembangunari-
rumah saki{atau klinik yang memberikan layanan upaya kesehatan.

Kebetadaan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Upaya Kesehatan
Daerah mengatur beberapa ha yang baru sebagai realisasi asas legalitas dan
asas demokrasi dalam kehtdupan berbangsa dan bernegara.

Peraturan Daerah tni bertujuan memberikan pedoman pe aksanaan jaminan
pelayanan kesehatan bagi wa.ga kota Suraba!,a, mewujudkan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya serta menjamin pemberian pelayananan
kesehatan yang aman, bermut.t terjangkau, dan merata.
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BAB III

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS PENYUSUNAN
RENCANA PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG UPAYA

KESEHATAN DAERAH

'1. Landasan Filosofis

Tujuan pokok program upaya kesehatan daerah adarah meningkatkan
pemerataan dan mutu upaya perayanan kesehatan yang oernasitguna dan berdaya euna serta terjangkau oleh segenap
anggota masyarakat. Sasaran program int adalah
tersedianya pelayanan kesehatan lasar dan rujukan baik
pemerintah maupun swasta yang didukung oleh peran sertamasyarakat. Perhatran utama diberikan pada pengembangan upaya
kesehatan yang mempunyar daya ungkit tinggi terhadap peningkatan derajat
kesehalan.

Untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengdn
visi, misi dan strategi yang telah ditetapkan, dibutuhkan kebUakan dan
manajemen sumber daya yang efekttf dan efisien sehingga dapat tercapai
pelayanan kesehatan yang merata dan berkual tas. Sumber daya
tersebut te rd tri dari sumber daya tenaga, pembiayaan,
fasilitas, ilmu pengetahuan dan teknologi serta infor:nasi.

Kebutuhan akan perunya pengaturan me.]genat upaya kesehatan daerah
secara ftlosofls merupakan perwujudan dari filosofl hak asasi manusia
sebagaimar',a diamanatkan dalarn pasal 28H ayat (j) U[]D NRI 1945 Datam
rangka mevyujudkan tujuan bangsa yang dinyatakan dalam pembukaan UUD NRI
'1945 yang bedujuan mencapai keadllan sosia bagi seluruh rakyat lndonesia,
maka seluruh Warga Negara lndonesia berhak atas pelayanan kesehatarr yang
bermutu dan terjangkau Oleh karenanya, pemerintah Daerah bertanggung jawab
untuk memberikan pelayanan publjk sesuai dengan asas good gavernance
sebagaimana diatur dalam Undang_Undang ReEUblik lndonesia Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan pub ik.

I
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Pada hakekatnya Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republii
lndonesra yang bertandaskan UUD NRI 1g4S memberikarj
keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahai
secara otonom. Dalam menghadapi perkembangan baik dl dalam negefi

maupun di luar negeri serta menghadapi tantangan globalisasi yang
intinya adalah persaingan bebas maka penyelenggaraan otonomi daerah

dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional

merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah mempersiapkan diri

sebaik-baiknya Dengan dibe.takukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004
tentang Pelmbangan Keuangan antara pemelntah pusat
dan Daerah merupakan peluang pula bagi daerah untuk
melaksanakan pem ban g unan termasuk pembangunan bidang kesehatan,
mempercepat pemerataan dan keadilan sesuai masa ah, potensl, dan
keanekaragaman daerah dengan memberikan peluang te.libatnya peran serta
masyarakat maupun pihak swasta

2. Landasan Sosiologis

Produk hukum daerah Kota Surabaya tentang [Jpaya Kesehatan Daerah

sangat dibutuhkan sebaga landasan pemerintah dalam upaya pelayanan

kesehatan sebagai wuiud pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh
pelayanan kesehatan tanpa biaya yang dilaksanakan berdasarkan pnnsip non_

diskriminatf. partisipatif dan berkelanlutan dalam rangka pembentukan sumber
daya rnanusta lndonesia serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa

bagi pembangunan nasional.

Dengan diciptakannya suatu produk hukum daerah ini akan memberikan
rasa aman bagi seluruh warga masyarakat Kota Surabaya karena negara
memberikan suatu jaminan hukum, rasa keadtlan (sense of equjty), dan rusa
persamaan hak (sense of eqLtality) atas terpenuhinya hak untuk memperoleh
akses pelayanan kesehatan bagt seluruh lapisan masyarakat sehingga akan
meminimalisir timbulnya kecemburuan sosial, ketidakberdayaan, serta slkap atau
perilaku menytmpang lainnya
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Ketiadaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terlangkau bagi seluruh
lapisan masyarakat dengan prosedur yang tidak berbelit, rentan menimbulkarl
gangguan kesehatan pada masyarakat yang berpotensial mengakibatkarl
kerugian e<onomi yang besar bagi negara pada umumnya dan daerah Kote
Surabaya pada khususnya. lleskipun pada dasarnya, selama ini pemerintah

Daerah Kota Surabaya telah menyelenggarakan berbagai program upaya
kesehatan , aerah, namun belum mampu secara menyeluruh dtperoleh setiap
warga Kota Surabaya, dikarenakan kondisi keterbatasan kuota peserta laminar]
kesehatan,/ang ada.

Dengal adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Upaya Kesehatan
Daerah sesungguhnya menekankan pada peran pemeflntah Daerah yang
responsif dalam pengeloaan dan pengorganisasian htnerjanya sehrngga dapat
menjalankan tanggung jawab dan kewajiban dalam menjamtn ketersediaan
pelayanan kesehatan bagt se uruh warga Kota Surabava_

3. Landasan Yuridis

Permasalahan mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan saat ini.
adalah masih terdapat Warga Kota Surabaya yang beum dapat mengakses
layanan kesehatan sebaga kebutuhan yang mendasar dikarenakan keterbatasan
secara eko.omi. Keadaan demik an mengakibatkan mereka tidak dapat menialani
dan menikmati kehldupan yang layak bagi kemanusiaan, menglngat kebutuhan
untuk hidup sehat sebaga salah satu kebutuhan pokok manusia. Meskrpun telah
diselenggarakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang d tujukan untuk
masyarakat miskin dan ttdak mampu yang diselenggarakan dengan berpedoman
pada ketentuan dalam peraturan l\/enetri Kesehatan Nomor 40 tahun 2012
tentang Pedoman peiaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakai,
kendati demikian. tidak semua warga Kota Surabaya yang miskn dan tidak
mampu dalat mengakses layanan kesehatan yang tersedia karena hambaian
kLota da. f..osedJr yang lioak d penu. ,

Landasan hukum upaya kesehatan daerah adalah sebagaimana berikut.

a. Undang Undang fasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945i

I
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l.

s.

h.

t.

d

e.

b. Undang Undang No 16 Ia.u.l 1950 Tenta.g pembentukar Daerah Kota
Besar diubah dengan Undang Undang No 2 Tahun i965 (Lembaran
Negara N0 19 Tahun 1965);

lJndang Undang No 36 Tahun 2OO9 Tentang Kesehatan (Lembaran
Negara tahun 20Og No 144 oan Tambahar Lembaran Negara No 50631
undang Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Saktt (Lembaran
Negara TahLn 2009 No 153 Dan Tambahan I embaran Negara No 5072)
Undang Undang No 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan pub_lik

(Lernbaran Negara Tahun 2OO9 No 112 Dan fambahan Lembaran
Negara No 5038)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang pemerintahan Daerah
([ ernbara.l Negara Lembaran Negara Republik lndonesta Tanun 2OO4

Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang_
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repubtik lndonesia
Tahuo 2008 Nomor 59, Tarrbahan Lembaran Negara Republik lndonesta
Nomor 4844

undang Undang No 40 Tahun 2OO4 Tentang Sistem Jaminan Sosiai
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 I,Jo 150 Dan Tambahan
Lembaran Negara No 4456);

Undang Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan penyelenggara

Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik lndonesra Tahun 2011 No
116 Tambahan Lembaran Negara No 5256);

Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 20.12 Tentang penerima Bantuan
luran Jamrnan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 No 264,
Tambahan Lembaran Negara No 5372);

Peraturan Pemerintah No 5g tahun 2005 Tentang pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repub|k lndones a Tahun 2OO5

Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Repubik lndonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemenntah Nomor 3g Tahun 2C07 Tentang pembagian

Urusan Kewenangan pemerintah, pemerinta:1 Daerah provinsi, Dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republ k

t.

k.

I
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j'loonesia fahun 2007 Nomor g2. Tambahan Lemba,an Negd,a Republi,{
lnoo.]esia Nomor 4737)

l. Peraturan Presiden No 12 Tahtr'l 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 2013 No 29);

m. Peraturan l\,4enle-t Dalarr Negeri No 53 TahLn 2011 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubtik lndonesia
Tahun 2011 Nomor 694);

n. Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Tentang pedoman pelaksanaan

N4asyarakat (Berita Negara Republik

lndonesia Nomor 40 Tahun 20,12

Program Jaminan Kesehatan

lndones a Tahun 2Oi2 Nomor
1029);

o. Peraturan l\,4enteri Kesehatan Nomor OOI TahJn 2012 Tentang Sistem
Rujukan Pelayanan Kesehatan perorangan ,Benta Negara Republik
lndonesia Tahun 2012 Nomot 122),

q

KepLrtusan Menter Kesetsata^ No.nor 12glM F N KE S/Sl<./ll/2004 lentang
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;

Keputusan Mentel Kesehatan Nomor 1 29lt,4 E NKES/ /2008 tentaiid-
Standar Pelayanan lvlin mal Rumah Sakit:

r. Peraturan l\lenter Kesehatan Republik lndonesia
741lMENKES/PERNll/2008 Tentang Standar Felavanan Mrntmal

No

Bidang
Kesehatan Di Kabupaten/Kota;

s. Peraturan Walikota Surabaya nomor 42 Tahun

Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita

2011 Tentang Rincian

Daerah Kota Surabaya
Tahun 2011 Nomor 67);

t. Pdraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2012 Tentang perubahan

Ketiga Atas peraturan Walikota Surabaya \omor B0 Tahun 2008
Tentang Unit pelaksanan Teknis Dinas pusat Kesehatad Masyarakat
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2B).

Beranjak dari keadaai iersebut pemerintah menggagas upaya pelayan?o
kesehatan yang dtberikan kepada seluruh warga Kota Surabaya batk misk n, tidak.
mampu, maupun yang mampu dengan prosedur persyaratan yang mudah
sehingga leb h akseslbet bagi seluruh warga Kota Surabaya

\

\
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BAB IV

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TERKAIT UPAYA KESEHATAN DAERAH KOTA SURABAYA

)

I
t

1. Peraturan perundang-Undangan Terkait Dengan Upaya Kesehatan
Daerah Kota Surabaya

Legitimasi terkalt dengan Upaya Kesehatan Daerah di Kotamadya Surabaya
diatur dalam beberapa ketentuan peraturan_peraturan perundang_undangan yakni
sebagai beflkut

a.

b.

c.

LJndang Undang Dasar Negara Republik tndonesia Tahun i 945
Undang Undang No 16 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah Kota
Besar diubah dengan Undang undang No 2 Tahun j965 (Lembaran Negara
N0 19 Tahun 1965)

Undang Undang No 3G Tahun 2OO9 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Tahun 2009 No 144 dan Tambahan Lembaran Negara No 5063)

d. Undang Undang No 44 Tahun 20Og Tentang Rumah Sakit (Lembaran Neoara
Tahun 2009 No 153 Dan Tambahan Lembaran Nega.-a No 5072)

e. Undang Undang No 25 Tahun 2OO9 Tentang pelayanan publik (Lembaran
Negara Tahun 2009 No j 12 Dan Tambahan Lembaran Negara No 5038)

f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republtk lndonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhtr dengan Undang_Undaog
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesa Tahun 20Og
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844

g. Ljndang LJndang No 40 Tahun 2OO4 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasionat
(Lembaran Negara Tahun 2004 No ,150 Dan Tambahan Lembaran Negara No
4456)

h. Undang Undang No 24 Tahun 2}ll Tentang Badan penyelenggara Jaminan
Sosial (Lembaran Negara Republlk lndonesia Tahun 201 1 No 1 16, Tambahan
Lembaran Negara No 5256)

l
\
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i. Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan lurari

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tlhun 2012 No 264, Tambahan

Lembaran Negara No 5372)

Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, (Lembaran Negara Republik lndonesia rahun 2005 Nomor 14,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republk lndonesla Tahun 2OO7

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republlk lndonesia Nomor 4737)

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan

(Lembaran Negara Tahun 2013 No 29)

Peraturan Menterl Dalam Negeri No 53 Tatun 2011 Tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berlta Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor

694)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor 40 Tahun 2Ap
Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan lvlasyarakat

(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomoi 1029)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 00' Tahun 2012 Tentang Sistem

Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik lndonesta

Tahun 2012 Nomor 122)

Keputusan Mentei Kesehatan Nomor 123lMENKES/SK,/ll/2004 Tentang

Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan l\,4asyarakat

Keputusan lvlenteri Kesehatan Nomor 12911"4 EN KES,/ll/2008 tentang Standar

Pelayanan N,4inimal Rumah Sakit

l.

k.

n.

p.

q.

T
l

Menterl Kesehatan Republk lndonesia No

Stanlar Pelayanan M nrmal Bidang741lMENKES/PERA/ll/2008 Tentang

Kesehatan Di Kabupaten/Kota

s. Peraturan Wa ikota Surabaya nomor 42 Tahun 201 1 Tentang Rincian Tugas

Dan fu.rgsi Drnas Kota Su,abaya {Berira Daerah Kcta Surabaya TahLrn 2011

r. Peraturan

t.

Nomor 67)

Peraturan Walikota Surabaya

Ketiga Atas Peraturan Walikota

Nomor 27 Tah.r 201? Tenrarg Pe.uoahan

Surabaya Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Unit
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Pelaksanan Teknis Dinas pusat Kesehatan lvlasyarakat (Berita Daerah Kota
Suraoaya'l anun 2Ot2 Nomor 28, 

,

1

2. Evaluasi Dan Analisis peraturan perundang-undangan Terkait Upaya
Kesehatan Daerah Kota Surabaya .:'l

Dalam penyusunan peraturan llaerah tentang Upaya Xes"natun Oaeraf
Kota Surabaya perlu diperhatikan peraturan perundang undangan lain yang
telah berlaku Terdapat beberapa peraturan perundang_unOangan yanj
selama inl juga ikut memperkuat pelaksanaan upaya pemberian Upaya Kesehatan
Daerah Koia Surabaya yaknt sebagal berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun

Pasal 1L

Ayat (2) Pemerintah daerah provtnsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
tLgas pembanruan .r -.

Ayat (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonoml seluas-luasnya, kecuali
urusan pemerintahan yang oeh undang_undang ditentukan sebagat
urusan Pemenntahan pusai.*.)

Republik lndonesia Tahun 1945
'1945) khususnya

!
l

t\

Ayat (61 Pemerintahan daerah berhak menetapkan
peraturan-peraturan ain untuk mela<sanakan
pembantuan.,* )

peraturan daerah dan

otonomt dan tugas

Pasal 18A:

Ayat ('1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerntahan
daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau provinst dan kabupaten dan
kota. diatur dengan undang-undang dergan memperhaUkan kekhususan
dan keragaman daerah_,*)

+2
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Ayat (2) Hubungan keuangan,

daya alam dan sumber daya

pemerintah daerah d atur dan

berdasarkan undang-u nd ang... )

pelayanan umum pemanfaatan sumber

lainn)a antara pemerintah pusat dan

dilaksanakan secara adt dan selaras

Berkattan dengan ketentuan di atas, pemerintah Kola Surabaya mempunyai
kewenangan untuk menyusun mekantsme Upaya Kesehatan Daerah bagi warga
kota Surabaya sesual dengan asas otonomi dan tugas pembantuan serta sebagai
realisasi dari asas otonom daerah dan tugas pembantuan pemerintah Kota
Surabaya berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain.
Bahwa Kesehatan adalah hak setiap warganegara lndonesta yang juga diatur dan
dijamin sesuai amanat Undang Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana
tercantum dalam.

PlsaL2EtL

Ayat (1) Setiap orang berhak htdup sejahtera lahir dan baitn, bertempat tinggal,
dan mendapatkan !ingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.**.

Pasal 28 H,ayat 1 member kan laminan dan perlrndungEn konstitus onal terhadap
hak warganegara untuk mendapatkan penghidupan yang sejahtera lahir dan batin,
mendapatkan lingkungan hrdup yang sehat dan pelayananan keehatan bAgi
semua wargaoegara lndones a.

b- Undang Undang no 16 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah Kota
Besar diubah dengan Undang Undang no 2 Tahun.1965 (Lembaran
Negara No 19 Tahun 1965)

Pasal 1 Undang Undang No 16 Tarun 19S menetapkan tentang
pembentukan Kota Besar salah satunya adalah Kota Surabaya yang

\
I
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mempunyai struktur pemerintahan mulai DpRD dan dipimpin oleh kepala'
daerah.

c. Undang Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Nega[a
Tahun 2009 No 144 dan Tambahan Lembaran Negara No 5063)

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan
yang harus diwujudkan sesuai dengan cita_cita Bangsa lndonesia sebagaimana
dimaksud dalam pancasila dan Undang Undang Dasar Tahur] j945, oleh karena
itu sebagai mplementast amanat Konstitusi dan pancasila setiap kegtatan dan
upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarak,?t yang set nggi{inggtnya
dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipahf, per|ndungan, dan
berkelanjutan yang sangat penttng artinya bagi pembentukan sumber daya
manusia lndonesia penngkatan ketahanan dan daya satng bangsa, sefta
pembangunan nasional

Pasal 35

ayat 1 :Pemerintah Daerah Dapat Menentukan jumlah dan jenis pelayanan
kesehatan serta pemberian izin beroperasi dt claerahnya.

Ayat 2 penentuan jumlah dan jenis fasilitas

dimaksud pada ayat i diakukan

mempertimbangkao:

a Luas wilayah

b Kebuiuhan kesehatan

c. Jumlah dan persebaran penduduk

d. Pola penyak i

e PemanFaatannya

f. Fungsl sostal. dan

g. Kemampuan dalam rnemanfaatkan teknologi

Pasal 41 ayat 1: pemerintah Daerah berwenang merencanakan kebutuhan
perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Pasal 49 ayat 1: Pemerlntah pemerintah Daerah, dan masya.akat bertanggung
jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan

"+

pelayanan kesehatan sebagaimana

oleh pemerintah daerah dengan

++

I
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Pasal 50 ayat 1t pemenntah dan pemerintah Daerah
meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan

Pasal 167

bertanggungjawab

Ayat 1 Pengetolaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah,

Pemerintah Daerah dan atau masyarakat melalut pengelolaan
administrasi kesehatan, informasi kesehatan sumber daya kesehatanj
upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan peran serta, dan
pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi dj btdang
kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saljng
me.dukung guna menjamtn tercapainya deralat kesehatan yang setinggt_
ttngglnya

Ayat 2 Pengelolaan kesehatan dilakukan secara berjenjang di pusatdan daerah

Pasal 170 ayat 3: sumber pembiayaan kesehatan berasa dan pemerintah,
pemerintah daerah, masyarakat swasta dan sumber lain

I

\

Pasal 171 ayat 2 Besar

provinsi,kabupaten/kota dialokasikan

belanja daerah di uar gaji

anggaran kesehatan pemerintah daerah.

minimal 10% dari anggaran pendapatan dan

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa pernerintah

Daerah dalam hal ini pemerintah Kota Surabaya juga untuk berianggungjawaban
dalam memberikan layanan kesehatan kepada warganegara lndones a khususnya
war kota Surabaya. Tanggungjawab pemerintah daerah tersebut diwujudkan
dalam perintah untuk menga okasrkan minimal 1O% dana APBD drluar gaji untuk
pembiayaan kesehatan untuk warga kota Surabaya.

d. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran
Negara Tahun 2009 No 153 Dan Tambahan Lembaran Negara No 5072)

Pasal 6 ayat 1: Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggunglawab untuk:
a. lvlen),ediakan rumah sakit untuk kebutuhan masyarakat

45



b. I\ilenjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit Oagi takrl,
miskln atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang.
und anga n.

Membina dan mengawast penyelenggaraan rumah sakit
c.

d. lvlembeikan perlindungan kepada rumah sakit agar dapat memberikan
pelayanan kesehatan secara professiona dan bertanggung lawab
l\,4embelkan perlincungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan
rumah saktt sesuat dergan 

^etenluan 
pe.aturan per uroang_unda '1gan

Menggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian rumah sakit sesuai
dengan lenrs pelayand..t yang dibutuhkan masvarakat

g. Meny€diakan inforn-asi kesehatan yang cibutuhkan masyarakat
h. IMenj?min pembiayaan pelayanan kega\^,at daruratan dj rumah sakit akibat

bencana dan kejadian uar biasa
i Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dan

I lvlengatur pendistribLrsian dan penyebaran alat kesehatan berteknologt
tr19g, dan berntlai tnggr

Pasa 17 ayai 2 rumah saklt dapat didirikan ole:.t pemerntah, pemerintah daerah,
atau swasta

Pasal 48 ayat 'l: pembiavaan rumah sakit dapat bersumber dari penerimaan
rumah sakt anggaran pemerintah, subsidi Femerintah. anggaran pemerintah
Daerah, subsid pemerintah daerah, atau sumber lain yang tidak mengikat sesuaj
dengan ketentuan peraturan perundang_undangan.

Berdasarkan pada Undang [Jndang tentang Rumah Sakit juga mernberikan
kewajiban baqt Pemerintah Kota Surabaya untuk menyediakan rumah sakit yang
dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi warga kota Surabaya, selain itu
berkaitan dengan pendanaan rumah sak,t, Anggaran penerjrnaan Dan Betanla
Daerah (APBD) Kota Surabaya dapat digunakan untuk membiayar Rumah Sakit
yang didtrikan oleh pemerintah, pemerintah Daerah atau Swasta selama sesuat
dengan peraturan perundang-Ltndangan

e. Undang Undang No 25 Tahun 2OO9 Tentang petayanan publik (Lembaran
Negara Tahun 2009 No 1.12 Dan Tambahan Lembaran Negara No 5038)

t.

e

t
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Pasal 5 ayat 4: Pelayanan atas jasa public sebagaimana yang d maksud dalam
ayat 1 meliputi:

a. Penyediaan jasa public oleh instansi pemeriniah yang
seluruh dananya bersumber dari anggaran dan pendapatan
dan atau anggaran dan pendapatan belanja daerah.

sebagian atau

belanja Negara

Pasal 6 ayat 2 : Pembina penyelenggaraan pelayanan public terdin atas

a. Pirnpinan lembaga Nega.a, pimpinan kementrian, pimpinan lembaga
pemerintah non kementflan, pimpinan lembaga komisi Negara, atau yang
selenis. dan pimpinan lembaga lainnya

b. Gubenur dalam ttngkat proptnst

c. Bupaii pada tingkat Kabupaten dan

d. Walikota pada tingkat kota

f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004.
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
i1437) sebagaimana tetah diubah beberapa kati, terakhir dengan Undang_
Undang:Nomor i2 Tahun 2OO8 (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4844

PEMBAGIAN URUSAN PEI\,1ERI NTAHAN

Eelallo:

(1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh
Undang"Undang ini ditentukan meniadi urusan pemerintah.

(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerjntahan, yang menjadi
kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerlntahan
daerah menjalankan otonoml seluas_luasnya untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tuoas
pembantuan
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(3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. politik luar negeri:

b. pertahanan;

c. keamanan;

d. yustisi;

e. moneter dan fiskal nasional; dan

f. agama.

Pasa l4

(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk
kabupaten/kota merupakar urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; 
":_-b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

d penyediaan sarana dan prasarana umum;

e. penanganan bidang kesehatan

f. penye enggaraan pendidikan,

g. penanggulangan masalah sosia:

h. pelala.ran bioang kete"agakerJaan.

i. fasiltasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah

j. penge.rdaltan Iingkungan hidup;

k. pelayenan pertanahan:

I peiayanan kependudukan, dan catatan sip l;

m. pelayanan adm nistrast umum pemerintalan:

n pelalanan adminlstras penanaman modal;

I
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o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan

p. urusan wajib lainnya yang dtamanatkan oleh peraturan perundang
undangan

(2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang berstfat p lihan meliputi urusan
pemenntahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk mentIgkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisj, kekhasan dan potensi
unggL an daeran yang bersa'lgkuta.t

Asas Penyelenggaraan pemerintahan

Pasal 201

(1) Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum
Penyelenggaraan Negara yang terdjri atas

a- asas kepastian hukuml

b. asas tertib penyelenggara negara.

c. asas kepentingan umum:

d. asas keterbukaanl

e asas proporsionalitas:

f asas profesionalitas;

g. asas akuntabilitas:

h. asas efistensj: dan

i. asas eFektivitas.

(2) Da am menyelenggarakan pemerintahan, pemenntah menggunakan asas
desentralisasi, iugas pembantuan, dan dekosentrasi sesuat dengan peraturan
perunda.g . Jndang an

(3) Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah pemenntahan daerah

menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.
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Hak dan Kewaiiban Daerah

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunlai hak:

a. mengatur dan mengurus sendin urusan pemerintal an nya;

b. memriih pimpinan daerah:

c. mengelola aparatur daerah

d. mengelola kekayaan daerahl

e. memulngut pajak daerah dan retribusi daerah;

f. mendapatkan bagi hasil dar pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ainnya yang berada di daerah.

g. mendapatkan sumber-sumber pendapaian lain yang sah; dan

h mendapatkan hak lalnnya yang diatur dalam peraturan
perundangundangan

Pasal22

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunla kewajtban:

a. melindungi masyarakat, menlaga persatuan kesatuan dan kerukunan
nasional, serta keutuhan Negara Kesatuao Republik lndonesia:

b mentngkatkan kualttas kehidupan, masyarakat;

c rergembangkan keh,dJpan dero(rast:

d mewujudkan keadtlan dan pemerataan;

e. men ngkaikan pelayanan dasar pendidikan;

f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;

g. menyediakan fasilitas sostal dan fasilitas umum yang layak;

h. mengembangkan sistem jam nan sosial;

i. menyusun petencanaan dan tata ruang daerah,

50
1

t

-+



j meng:mbangkan sumber daya produktif di daerah;

k. melesiarikan lingkungan hidup,

l. meng3lola administrasi kependudukani

m. neleslar kan nilar sosral budava

n. mer'rbentuk dan menerapkan peraiuran perundang-undangan sesuai

dengan kewenangannyar dan )t

o. kewajiban lain yang dratur dalam peraturan perundang-undangan.

KEUANGAN DAERAH

Pasa lr5

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadr kewenangan daerah

drdanai dari dan atas bebar anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadt kewenangan

Pemerinlah di daerah didana darl dan atas beban anggaran pendapatan dan

belanja negara.

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Pasal 157:

Sumber pendapatan daerah terdifl atas:

a pendapatan aslt daerah yang se anjutnya disebut PAD. yaitu

1)hasrl pajak daerah,

2) hasil rekibusi daerah,

3) hasrl pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

4) lain-lain PAD yang sah

b. dana perlmbangan: dan

c. lain- ain pendapatan daetah yang sah.

I
I
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Ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 mengatur secara jelas mengenai

pembagian kewenangan antara pernerintah pusat pemeflntah provinst,

Kabupaten,'Kota. Adapun sebagian u.usan wajib yang rnerupakan kewenangan

pemerintah Kabupaten/Kota yakni, perencanaan dan pengendalian

pembangunan; perencanaan. pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang,

penyediaan sarana dan prasarana umumi dan pengendalian lingkungan hidup.

Selain itu pengaturan hak dan kewajiban daerah seda penyelenggaraan

urusan pernerintahan di daerah yang drdanai dari dan atas beban anggaran

pendapatan dan belanja negara. Pengaturan tersebut erat berkait dengan

legitimasi kewenangan Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan

pelayanan kesehatan yang merupakan bagian daI ststem penyelenggaraan

pemenntahan daerah yang sedasar dengan asas umum penyelenggaraan

negara.

g. Undang Undang No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 No 150 Dan Tambahan Lembaran

Negara No 4456)

penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, yang diarnanatkan datam

Pasal 28H ayat (3) mengenal hak terhadap jamtnan sosial dan Pasal 34 ayat

(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia tahun'1945 Jaminan

sosial luga dijamin dalam Deklarasl Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak

asasi l\,4anusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor'102

Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan

perlindungan minimum kepada setrap tenaga ker]a. sejalan dengan ketentuan

tersebut.. tulajelis Permusyawaratan Rakyat Republik lndonesa dalam TAP

Nomor X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membentuk S stem Jaminan

Sosia Nasional dalam rangka memberikan perlindungan soslal yang

menyelurul^ dan terpadu. Srstem Jamrnan Sosial Nasional pada dasarnya

merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastan perlindungan

dan kesejalteraan sosial bagi seluruh rakyat lndonesia Melalu program inr,

setiap penduduk diharakan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang

layak apacila teladi hal-ha yang dapat mengakibatkan hilang atau
!
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kecelakadnl
r.l

berkurangnya pendapatan karena mendelita sakit, mengalami

kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun

Selama beberapa dekade terakhir jni, lndonesia telah menjalankan beberapa

program jaminan sosial. Undang Undang yang secara khusus mengatur

jaminan sosial bagl tenaga kerja swasta adalah Undang-Unang Nornor 3 tahun

1992 tenang Jaminan Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), yang me.cakup program

jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerla, jaminan hari tua

dan lam nan kematian.

Berbagar program tersebut dra tas baru mencakup sebagtan kecll masyarakat.

Sebagian besar rakyat belum memperoleh perlindungan yang memadai.

Disamplng rtu, pelaksanaan berbagai program lamrnan sosial tersebut mampu

membenkan perlindungan yang adil dan memadai kepada para peseTta sesuat

dengan 'nanfaat program yang menjadi hak peserta

h. Undang Undang No 24 Tahun 2011 Tentanq Badan penyelenggara

Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 No

116, Tambahan Lembaran Negara No 5256)

Ketentuan l\renimbang Daam Undang Undang No 24 Tahun 2011

menyebutkan bahwa system jaminan sosial merupakan program Negara yang

bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan keselahteraan sosial bagi

seluruh -akyat. Sistem jam nan kesehatan tni adalah upaya pemerintah untuk

mewujudkan kehidupan so;ial yang seiahtera bagi seluruh rakyat lndonesia.

Sebagai tindak lanjut dari Undang Undang No 40 Tahun 2004, maka

pembeniukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial int merupakan

pelaksanaan system jaminan sosial yang telah dibentuk menurut Undang

Undang No 40 Tahun 2004.

Pembenan jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat lndonesia adalah

amanat Undang Undang Dasar 1945 yang harus dipenuhr o eh Negara melalur

system laminan sosral dan dl aksanakan oleh suatu Badan penyelenggara

Jaminan Sosial

l
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J.

Peraturan Pemerintah No 10,1 Tahun 20,12 Tentang penerima

luran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 20.12

Tambahan Lembaran Negara No 5372)

Pasal I PP No 101 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pelaksanaan program

Jaminan Kesehatan untuk penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan

bersumner dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara. pasal ini

menegaskan bahwa dalam pemberian jamnan kesehatan untuk masyarakat
yang tidak mampu(mskin) dlbantu oleh pemerintah dengan memberikan

bantuar iuran jamtnan kesehatan yang trersumber dari anggaran Negara

(APBN) Ha rni menunjukkan kewajtban bagi pemerintah (pemeriniah pusat)

untuk membantu rakyat yang ttdak mampu (mrskin) untuk mendapatkan
jaminan kesehatan Kewajiban pemerintah pusat lni juga seharusnya dapat

dijadikar dasar hukum bagi pemerintah di laerah untuk rnelakukan hal yang

sama dllam pemberian jantnan kesehatan bagi masyarakaurakyat yang ada

di daera h/propinsi/kabupaten/kota melalui pembeflan bantuan yang bersumber

dari APBD

j. Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2OO5 Tentang pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 14,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578)

Konsideran Menimbanq:

bahwa untuk melaksanakan Pasal 182 dan rasal 194 Undang Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 69 dan pasal 86

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pasal 2:

Ruang lingkup keuangan daerah meltputi:

a hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta

melakukan pinjaman

Bantuih

No 264,
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Asas lJmum Pengelolaan Keuangan Daerah

Eqlel4

(1) Keuangan daerah iikelo a secara tertib, iaat pada peraturan perundang_

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk
mas) arakat

(2) Pengelolaan keuanEan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang
terintegrasi yang diwujudkan dalam ApBD yang setiap tahun ditetapkan
dengan peraturan daerah

Pemegang Kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah

(1) Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah ada ah pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemenntah daerah
dalan kepemitikan kekayaan daerah yang dipisahkan

(2) Pemegang kekuasaan pengelo aan keuangan daerah sebagalmana
dimaksud pada ayat (i) mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan ApBD

b. menetapkan kebijakan teniang pengelolaan barang daerah:

c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang,

d. menetapkan bendahara penenmaan dan/atau bendahara pengeluaran,

e menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pene maan
daerahi

f menetapkan pelabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan
prutang daerah,

g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengeloiaan barang millk
daerah; dan

I
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h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengulian atas tagihan
dan memerintahkan pembayaran.

(3) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksandkar olen.

a kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah seiaku ppKD:

b. kepala SKpD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
(4) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dtmaksud pada ayat (3),

sekretaris daerah berUndak selaku koordinator pengelolaan keuangan
daerah

(5) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3),
dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berpedoman .,j
pada peraturan perundangundangan.

Pernberian pelayanan kesehatan oleh pemerintah Kota Surabaya_
memerrukan perencanaan anggaran yang cukup besar daram ApBD Kota
Surabaya Oleh karenanya kekuasaan dan kewenangan pengelolaan keuangan
dalam pemberian layanan kesehatan
umum penseroraan 

^u,unnun 
o,","loll;:::"n'ffiJ::i#Tf fT;

Tahun 2005

k. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan
Pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan Daerah provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2007 Nomor 8i
Indonesia Nomor 4737); 

2' Tambahan Lembaran Negara Republik

Ketentuan lvlenimbanq

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang_Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan pasal 30 ayat (9)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal oerlu
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menetap<ar Peraturan Pemerintah tentang pembagian Urusan pemerintahan

antara Penerintah Pernerintahan Daerah provinsi, dan pemelntahan Daerah
Kabuparen Kota

URUSAN PEIV]ERINTAHAN

Pasal 2

(4) Urusan pemeflntahan sebaga mana dimaksud
(tiga ruluh satu) bidang urusan pemerintahan

b. liesehatan

pada ayat (3) terdin atas 31

meliputil

Ketentuan Pasal 6 dan pasa 7 peraturan pemerintah No 3g Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan

Daerah P.cvinsi, dan pe.nerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 6

(1)Pemerintahan daerah ptovinsi dan pemerintahan daerah
kabupaten/kota mergatur dan mengurus urusan pemerintahan yang
be-dasarkan krtera pernbagian urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud dalam pasat 4 ayat (.1) menjadi kewenangannya

(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
urJsan wajib dan urusan pllihan.

Pasa ; PP 38/200/:

(1)Urusan wallb sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) adalah
!rusan pemerntahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan
daerah provinsi dan pemel-intahan daerah kabupaten/hota berkaitan
delgan pelayana^ dasa,

(2) Urusan wajib sebagalmana dimaksud pada ayat (1) meiiputi:

a. pendid kan
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kesehatan;

lingkungan hiduE,;

peketjaan umum;

penataan ruang,

perencanaan pembangunan;

perumahan;

kepemudaan dan olah raga;

penanaman mocal:

koperasi dan usaha kectl dan menengah;

kependudukan dan catatan sipil;

ketenagakerjaan

ketahanan pangan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

keluarga berencana dan keluarga sejahiera;

Perhubungan,

komuntkasl dan informaiika;

pertanahan,

kesatuan bangsa oan polttik dalam neger

otonomt daeraf pemeflntahan umum administrasr
daerah perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;

u. pembe.dayaan masyarakat dan desa;

v. sosial;

w. kebudayaan;

x statistik,

y. kearsipan;dan perpustakaan.

I
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Peraturan Pemerintah tni d buat sebagai peraturan pelaksana darl pasal 14

ayat (3) UU 32 lahun 2AO4 dalam kaltan pembagian kewenangan antara
pemenntah pusat dengan pemerintah daerah. Keterkaitan dengan peraturan

Daerah tentang Upaya Kesehatan Daerah bisa dilthat dari ketentuan pasal 2

ayat(4) Terutama pada poin b dan pasat 6 serta pasal 7. Keteniuan pasal

tersebut menjabarkan tentang beberapa item urusan yang dapat dibagi antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ni menjadikan
permasalahan pelayanan kesehatan sebetulnya menjadi urusan yang bisa
dijalankan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dengan daerah.
Dalam PP ini dijelaskan bagaimana skema pembrayaan yang harus dilakukan
ketika suatu urusan dibagi bersama antat satuan pemerintahan, sehingga
berimplikasi pada skema pendanaan pada pelayanan kesehatan, apakah
sepenuhnya menjadi tanggungan pemerintah pusat atau ada pada pemerintah

daerah,,atau bahkan ada share pendanaaan. Seain itu, didalamnya juga

memuat sejauh mana kewenangan yang dim liki oleh pemerintah daerah
dalarn konteks ini kota Surabaya dalam pemberian layanan kesehatan. Atas
dasar itulah, maka Pp ini juga menjadi salah saiu dasar pembentukan
Peraturan Daerah tentang Upaya Kesehatan Daerah.

l. Peraturan Presiden No l2 Tahun 20,13 Tentang Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 2013 No 29)

Pasal 3; menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah Daerah
bertanggung jawab atas ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan
penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program laminan
kesehatan. Pasal in Jelas mengamanatkan partisipasi dan tanggung jawab dari

Pemeflntah dan Pemerintah Daerah untuk bertanggung lawab menyediakan
fasilitas kesehatan yang bisa digunakan oleh peserta jaminan kesehatan. Hal

ini brsa dijadikan oleh pemerintah kota Surabaya yang akan menyusun perda

layanan l..esehatan untuk menjad dasar hukum dalam menyedtakan fasilitas
kesehatan untuk warga kota Surabaya yang menjadt peserta jaminan

kesehatan.

\
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m. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun 2O,l,l Tentang pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2011

Nomor 694)

Pasal 3 Produk hukum daerah betsifat pengaturan dan penetapan peraturan

Menteri Dalam Negefl No 53 Tahun 2011 ini memberikan pengaturan secara
jelas Fembentukan produk hukum daerah. Dalarn peraturan menteri dalam
neger ini, dijelaskan mulai perencanaan produk hukurn penyusunan
peraturan daerah yang bers fat pengaturan, penyusunan peraturan daerah
yang bers fat penetapan pengesahan, penomoran, dan autent Fikasi, evaluasi
dan klanfikasl perda penyebarluasan, dan parttsipasi masyarakat. Segala
ketentuan pengaturan dan petunjuk penyusunan produk hukum daerah dalarn
hal ini Peraturan Daerah untuk Upaya Kesehatan Daerah Kota Surabaya
mengacu pada peraturan ini l

n. Peraturan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor 40 Tahun 20j2
Tentang Pedoman pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Berita Negara Repubtik lndonesia fahun 2O,t2 Nomor 1029)

Pada peraturan menteri kesehatan telah dttegaskan tentang aspek
pengorganisasian dan manalemen yang mewajibkan peran serta pemerintah
daerah untuk mengelola jamkesmas di tingkat daerah terutama meningkatkan
kontribus pernerintah daerah di dalam pembinaan dan pengawasan sefta
peningk.a:an sumber daya yang ada unluk memperluas cakupan kepersertaan
JAMKESDA (jaminan kesehatan daerah) dan memberikan bantuan tambahan
(suplementasi dan komplementasi) pada hal_hal yang tidak dijamin dalam
JAMKESi/AS.

o. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem
Rujukan Pelayanan Kesehatan perorangan (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2012 Nomot 122i}

Peraturan Menteri ini mengarnanatkan bahwa pelayanan kesehatan d akukan
secara veirlcal dan honzontal. peraiuran ini memberikan fasiliias layanan
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kesehaian mulai dari :tngkat pertama, kedua, dan ketiga. Setrap pelayanan

menggunakan system rujukan untuk mengc,ptlmalkan layanan kesehatan dari
setiap ti,]gkatan. Pasen yang mendapat jaminan layanan kesehatan dari
pemerintah daerah wajib mengikuti peraturan ini.

p. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/I|/2004 Tentang
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat

Pusat K?sehatan lvlasyarakat (pUSKESIVIAS) adalah ujung tombak dalam
pelayanan kesehatan peraturan ini mengamanatkan untuk mengoptimalkan

PUSKESI\IAS sebagai pemberl layanan kesehatan tingkat pedama. peraiuran

ini juga mengharuskar Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggungjawab
dan waj b menyelenggarakan PUSKESMAS dan perangkat penunjangnya

dalam m?mberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

q. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/lU2O08 tentang-.
Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Hal l\,4entmbang daiam Keputusan IMenteri Kesehatan menyebutkan Kesehatan
merupakan bidang pemenntahan yang wajrb diaksanakan oleh
Kabupatan/Kota. Pemenntah Kabupaten/Kota bertanggungjawab sepenuhnya
dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat
kesehatan di wilayah pemerintahannya.

r. Peraturan Menteri Kesehatan Republik lndonesia No
741lMENKES/PERA/Il/2008 Tentang Standar petayanan Minimal Bidang
Kesehatan Di Kabupaten/Kota

2 ayat 1: Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan
SPI\,4 Kesehatan.

3, Kabupaten/Kota teftentu wajib menyeenggarakan jenls pelayanan

dengan kebutuhln, potenst daerah, dan karakteristtk.
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Pasal 11 ayat 2: pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian

kinerja/target pelaporan, monitoring dan evaluast, pembinaan dan
pengawasan, pembangunan SUb System informasi manajemen, Serta
pengem'bangan kapasttas, yang merupakan tanggung jawab pemerintahan
daerah dibeoankan kepada ApBD

Pasal 13 ayat 3: BupaUn/y'alikota melaksanakan pengawasan dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Spl\,/l Kesehatan di daerah
masing-Tasing.

Beberapa pasal tersebut memberikan kewenangan dan tanggung jawab
kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk membeflkan pelayanan kesehaian.
Pemerintah kota Surabaya juga mempunyai tanggung jawab pendanaan dalam
membefikan pelayanan kesehatan dan Walikota Surabaya mempunyai tugas
pengawasan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesua dengan Spl!4
di Kota Surabaya

Peraturan Walikota Surabaya nomot 42 Tahun 2011 Tentang Rincian
Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya
Tahun 20t1 Nomor 67)

Peraturan lni mengatur tentang tugas pokok dan fungsi dari Dinas_Dinas yang
ada di Pemenntah Kota Surabaya Dalam pemberan pelayanan kesehatan,
Dinas Kesehatan pemerintah Kota Surabaya mempunya tugas pokok dan
fungsr d bidang kesehatan.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 fahun ZO1|2

Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80
Unit Pelaksanan Teknis Dinas pusat Kesehatan
Daerah Kota Surabaya lahun 20.12 Nomor 28)

Tentang Perubahan

Tahun 2008 Tentang

Masyarakat (Berita

Pasal 1C: menyebutkan bahwa tugas puskesmas pembantu ada ah.
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a. membantu melakukal keg atan kegiatan yang dtlakukan UPTD dalam ruano
lingkup wilayah yang ecih kecil;

b melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pelayanan
kesehatan ibu dan a]ak keluarga berencana, perbatkan gizi munisasi dan
pengcbatan Sederhana

c. melaksanakan penyuluhan dan pembinaan peran seda masyarakat dalam
wilayah kerja tertentu yang ditetapkan Kepala UpTD;

d. melaksanakan tugas{ugas tain yang diberikan oleh i<epala UPTD sesuai
dengan tugas dan fungs nya

bahwa peraturan walikota ini adalah implementasi dari pemenuhan kewajiban
Pemerintah. Kota Surabaye sebagai pihak penyelenggara dan penanggungjawab
dalam pemtierian layanan kesehatan kepada masyarakat.

rg
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BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG UPAYA

KESEHATAN DAERAH

1- Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sebagatmana diamanatkan dalam tjndang-Undang Nomor l2lahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebelum menguraikan

materi muatan seharusnya dirumuskan dulu mengenai sasaran yang akan

diwujudkan arah, beserta jangkauan pengaturan. Dengan digagasnya rancangan.
peraturan caerah tentang Upaya Kesehatan Daerah ini tentu saja terdapat
beberapa s3saran yang akan djrealtsasikan. Adapun uratan sasaran tersebut
adalah seoagai berikut

a. lvlewulLdkan penyelenggaraan upaya kesehatan yang berpenkemanusiaan,

manfaat. keadilan sosial. nondiskriminatif, perlindungan dan berkelanjutan;

b. Perumusan Peraturan Daerah dapat meningkatkan derajat kesehatan seluruh
warga Kota Surabaya:

c. Bagi wstga Kota Surabaya peraturan Daerah lnt dapat menjadi landasan

untuk tnemperoleh pelayanan kesehaian yang terjangkau dan dengan
prosedur yang tidak berbelit,

d Peraturan Daerah yang dibuat nantinya dapat memberikan legitimasi dalam
penyelenggaraan upaya kesehatan di Kota Surabaya seda menjadi panduan

bagi pengambi kebijakan da am penyelenggaraan pelayanan kesehatan,

2. Materi lvluatan

Tahapan dan uraian yang telah dikemukakan diatas, menjad dasar bagi

substansr !ang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah nantinya
Perspektif fllosofis, sosiologis, maupun yuridis nanttnya menjadtkan muatan

peraturan daerah yang akan diatur menjadi lebih komprehensif. lvlateri yang diatur

dalam per?turan daerah tentang upaya kesehatan daerah nantnya akan

"a
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\disistemat sasi dengan pembagian ke dalam 25

dari 47 pasal.

(dua puluh lima) bab dan terdiii

Bab berist ketentuan umum, Bab ll berisi asas dan tujuan, Bab lli
mengatur upaya kesehatan, Bab lV mengatur tentang upaya kesehatan

masyarakat Bab V berisi keteniuan tentang upaya kesehatan perseorangan, Bad

Vl mengatur tentang lamlnan pelayanan kesehatan, Bab Vll mengatur tentang

Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Bab Vlll mengatur tentang Bentuk Usaha Bidang

Kesehatan Bab lX mengatur tentang perizinan di Bidang Kesehatan, Bab X

mengatur tentang Standar Pelayanan Kesehatan, Bab Xi mengatur tentang

Akreditasr dan Sertiftkasi, Bab Xll mengatur tentang Fungsi Sosiat pelayanan

Kesehatan. Bab Xtll mengatur tentang pengorganisasian. Bab XIV mengatur

tentang Pembiayaan Upaya Kesehatan, Bab XV mengatur tentang Kerlasama

Bab XVI mengatur tentang Peran pemerintah dan pemerintah Daerah. Bab XVII
mengatur tentang Peran Masyarakat Dan pihak Swasta, Bab XVlll mengatur
tentang Retflbusi Upaya Kesehatan, Bab XIX mengatur tentang pembinaan dan

Pengawasan, Bab XX mengatur tentang Larangan, Bab XXI mengatur tentang
Sanksi Admtnistratif, Bab XXll mengatur tentang Ketentuan pidana, Bab XXHF
mengatur tentang Ketentuan Penyidikan, Bab XXIV mengatur tentang Ketentuan
Tambahan, dan Bab XXV mengatur tentang penutup

a. Ketentuan [Jmum

Bagian ketentuan umum bers tentang peristilahan yang secara teknis akan
dipergunakan dalam peraturan daerah. Berdasarkan kalian yang sistematis
aias permasalah terkatt peayanan kesehatan, maka terdapat beberapa

terminology kunci yang d gunakan dalam rancangan peraturan daerah upaya

kesehatan daerah ini. Term nology iersebut adalah:

1. Daerah adalah Kota Surabaya

2 . Pemerintah adalah pemer ntah pusat.

3 Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kota Surabaya

4. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya

tt+
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5.

7.

Dinas/lnstans yang terkait adalah Dinas/lnstansi yang berwenang

dalam pela!anan kesehatan

Badan adalah sekumpu an orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan bark yang melakukan usaha maupun yang tidak rnelakukan

usaha yang meliput perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan

nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan flrma, kongsil

koperas, atau organisas yang sejenis lembaga dana pensiun,

bentuk usaha tetap serta bentuk badan lalnnya.

Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian

kegiatan vang dilakukan secara terpadu, ter ntegrasi dan

berkesjnambu ng arl untuk memelihara dan meningkaikan derajai

kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit,

peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulrhan

kesehatan o eh pernerintah dan/ atau masyarakat

Upaya Kesehatan l\Iasyarakat adalah setiap kegiatan yang

dilakukan o eh pemerintah, pemeriniah daerah dan/atau masyarakat

serta swasta, untuk mencegah timbulnya gangguan kesehatan,

memelihara dan meningkatkan kesehatan serta menanggulangi

timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.

Llpaya Kesehatan Perseorargan adalah setiap kegiatan yang

dilakukan oleh pemer ntah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat

serta swasta, baik perseorangan maupun badan untuk memelihara,

meningkatkan menyembuhkan dan memulihkan kesehatan

perorangan da [e -arga

Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan

yang dilakuka'l oleh tenaga medls dan/ atau tenaga kesehatan lain

yang drtulukan kepada seseorang melalui fasilitas pelayanan

kesenatan
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14

11

12

13

1l

16

.',]

Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/aia'Ll

serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih
mengutamakan kegiatan yang bersiFat promost kesehatan.

Pelayanan iesehatan oreventif adalah sJatu (egiata'1 pencegahan
terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu keglatan dan/atau
serangkaian kegtatan pengobatan yang ditulukan untuk
penyembuhan penyakit. pengurangan penderitaan aktbat penyakit,
pengendalian penyakit, atau pengendal an kecacatan agar kualitas
penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah suatu kegiatan dan/atau
serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke
dalam masyarakat sehtngga dapat berfungsi lagt sebagal anggota
masyarakat yang berguna untuk dirinya dan m3syarakat semaksimal
mungkrn sesua de-gan <emarrpuannya

Pelayanan (e!e^d,a,1 oerorargan ada,ah pelayana^ berupa rawal
jalan dan/atau rawat inap yang bersifat pribadi (prlyate goods)
dengan tuluan utama menyembuhkan penyakit clan pemulihan
kesehatan perorangan tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan
dan pencegahan penyakit.

Peayanan kesehaian masyarakat adalah pelayanan kesehatan
yang ditujukan untuk memelihara dan men ngkatkan kesehatan serta
mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat

Jaminan Pe ayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan
perseorangan tanpa biaya yang diberikan kepada warga Kota
Surabaya.

Penyedia Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang dtgunakan
untuk menye enggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan
kepada warga Kota Surabaya baik puskesmas, puskesmas
perawatan. kinik pratama, rumah sakit pratama rumah sakit
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pemerintah ataupun rumah sakit swasta yang bekerlasama dengan
Pemerintah Dde an.

19 Fasrlitas Pelayenan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat
yang drgunar{an -FtLk menyelengga.akan upayd pe.ayanan

keselatan. ba ( promolif, oreventtt kuratii maupun ,ehabilitatif yang

dilakukan o el- pemerintah, pemerintah daerah. dan/atau
masyarakat.

20 Pasen aoala- jel,ap orang yang melakuka,1 kons-last ..nasalah

kesehatannya Jntuk memperoleh pelayanan kesehatan yang

diperlukan, ba k secara langsung maupun tidak langsung di saran;
penyedia pelayanan kesehatan.

21. Tenaga kese-atan adalan senap ora,.tg yarg rrengabdikan din
dala11 b,oang {esehalan serta memii.<, pengetahuar dan/alau
keterampila'r melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk
jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya
kesehatan

22.. Rulukan l\,4edts adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang
, mengatur pelimpahan tanggung Jawab secara timba balik mengenai

masalah kesehatan baik secara vertika maupun horlzontal

23 lzin Pendirian adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah

Daerah kepaCa perseomngan atau badan usaha yang telah
memenuhi semua peraturan dan ketentuan daerah untuk mendirikan
sarana atau fastlitas kesehatan.

24 lzin Operasional / lztn penyelenggaraan adalah buktt tertulis yang
drberikan oleh pemeflntah pusat dan/atau perner ntah Daerah
berdasarkan herarkl yang ada kepada perseorangan badan usaha
dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UpTD) yang telah memenuhi
persyaratan sesual dengan peraturan dan ketenhran yang berlaku

untuk menja ankan kegiatan teknis operasional pelayanan

kesehatan
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25. LJnit Pelaksana Teknjs Dinas (UpTD) adalah satuan organisasi di
tingkat daerah yang bersifat mandtri yang melaksanakan tugas
teknis operaslonal dan atau tugas teknis penunlang dari organisaqt
induknya

b. Asas dan tuiuan

upaya Kesehatan daerah Kota Surabaya berasaskan peflkemanusiaal,
manfaat, keadilan sosral. nondiskriminatif, perlindungan dan berkelanjutan.

TuJUan Peraturan Dae.ah ni adalah

a untuk membelkan pedoman pejaksanaan jaminan pelayanan
kesehatan bag warga Kota Surabaya

b. untuk mewuludkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggl_
trngginya:

c. untuk menlam n pemberian pelayanan kesehatan yang aman,
bermutu, terjanckau dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat

d. untuk meningkatkan kualitas pe ayanan kesehatan.
e. Menyediakan jLmlah, jenis dan bentuk upaya kesehatan yang

sesuai dengan kebutuhan masyarakat
f Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan upaya

kesehatan

c. Upaya Kesehatan

Upaya Kesehatan berdasarkan bentuk penyelenggaraannya, meliputi :

(1) Upaya Kesehatan perseorangan (UKp).

(2) Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).

Upaya kesehatan juga dibagi berdasarkan bentuk pendekatan, jenrs
kegiatan, fasilitas kesehalan.

I
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d. Upaya Kesehatan Masyarakat

Upaya Kesehatan lvtasyarakat dilaksanakan datam bentuk

('l) Pelayanan kesehatan dengan pendekatan promotif.

(2) Pelayanan kesehatan dengan pendekatan preventif.

Pelayanan kesehatan tersebut, diaksanakan tanpa
pencekatan kuratif dan pendekatan rehabilitatif

f.

mengabaikan

.l

Upaya Kesehatan perseorangan

Upaya Kesehatan perseorangan dilaksanakan dalam bentuk:

(1) Pelayanan kesehatan dengan pendekatan kuratiF

(2) Pelayanan kesehatan dengan pendekatan rehabilitatif

Pelayanan kesehatan sebagaimara tersebut dilaksanakan tanpa
mengabaikan pendekatan promotif dan pendekatan preventjf.

Jaminan Pelayanan Kesehatan

Pemerintah Daerah Kota Surabaya menyelenggarakan laminan
pelayanan kesehatan secara cuma_cuma bagi warga Kota Surabaya
yang memiliki Kartu Tanda penduduk (KTp) Koia Surabaya Untuk
nemperoleh jamtnan pelayanan kesehatan secara cuma cuma warga
Kota Surabaya cukup menunjukkan Kartu Tanda penduduk (KTp)
dalam setiap oroses pelayanan kesehatan. Jaminan pelayanan
kesehatan yang diselenggarakan berdasar(an peraturan Daerah ini
re.ljadi pelengkac da.arr sistem lamtnan sostal nasionat

Teta cara penyelenggaraan Jaminan pelayanan Kesehatan secara
cuma-cuma leblh anlut diatur dengan peraturan Kepala Daerah

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasil tas pelayanan kesehatan terbagi

dan pelayanan kesehatan masyarakal

menjadio pelayanan perseorangan

yang me puti pelayanan kesehatan
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tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Setiap fas litas petayanan kesehatan

wajib memenuhi standar pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan

perundan undangan yang berlaku.

Upaya kesehatan yang diselenggarakan meljputi upaya promotf, prventif,

kurat f. naupun rehabt tati/e

h. Bentuk Usaha Bidang Kesehatan

Setrap orang atau kelompok orang berhak mem ki dan mengelola usaha di

brdang upaya kesehatan dan wajib memiliki peflzrnan dan memenuhi
persi,aratan sebaga mana ketentuan peraturan perundangundangan yang

berlaku.

i.

Perizinan Di Bidang Kesehatan

Seliao orang alaU badan -saha yang menyelenggarakan updya kesehatan
diwalibkan memtliki surat izin praktik, surat izin mendirikan. surat izin.

operasronal/su.al iTtn penyete.lggaraan yang n]e.nenL,1i pe.syaratan sesuai
peraturan dan per uno ang-Lnd angan yang berlaku

Standar Pelayanan Kesehatan

Setiap upaya kesehatan mengedepankan prinsip transparansi akuntabilitas

dan manfaat dalam pemberian pelayanan kesehatan serta memperhatikan
nilar-nilai yang ada dan yang berlaku dj masyarakat.

Setiap upaya kesehatan harus dapat memberikan pertanggungjawaban

terkat dengan sumberdaya, proses, dan hasil pelayanan kesehatan yang
dilaksanakan

Setiap upaya kesehatan harus menjunjung prinsip kemanustaan terutama
daam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan keadaan
kegawatdaruratan.

Setiac upaya kesehatan harus selalu menjaga mutu dan kua ttas pelayanan

kese-atan yang dllakLdan

Pe^\:lenggaraan pelayanan kesehatan dila^sa.akan secara etektiF dan

lepat sasara''t sesuai delgan,(eo-tuhan pasien
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k.

Pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan pelayanan Kesehatan

harus memperhattkan nutu pelayanan, beroflentasi pada aspek keamanan

pasren elektrfrtas tirda.r^ kesesuaian dengar kebutuha.r pasien, serta

efisiensi biaya.

Akreditasi dan Sertifikasi

Peme'intah Daerah ber(3wajiban dan berkewenangan menyelenggarakan

akreditasi pada fas itas pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan

perunrlang Undangan yang berlaku.

Peme'intah Daerah ber(3wajiban dan berkewenangan menyeienggarakan

sertifiliasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Sosial Pelayanan Kesehatan

Upaya pelayanan kesel-atan wajib memperhaIkan f!ngsi sostal dan prinsip

kelayakan.

t.

Pengorganisasian

Kepala Daerah bertanlgung jawab dalam penyelenggaraan upaya

kesehatan sesuat dengan standar pelayanan mintmal kesehatan yang

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Surabaya dan masyarakat

n. Pembiayaan Upaya Kesehatan

Pembayaan upaya kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan

kesehatan yang berkesinambuogan dengan jumlah yang mencukupi,

teralol(asi secara adtl, dan termanfaatkan secara berhast guna dan

berda,/a guna untuk nenlamin terselenggaranya pembangunan kesehatan

agar meningkatkan deraiat kesehatan masyarakat setrnggi-tingginya.

Besar anggaran kesehat?n pemerintah daerah dialokasikan minimal 10%

(sepuluh persen) dan arggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji
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dari aloliasi anggaran kesehatan

diDnontaskan untuk keoentinoan

Sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pelayanan publlk.

Sekurrang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari besar anggaran kesehatan

sebagaimana dinar"sud oada ayat (:) diaokasi^an unlul, pelayanan

preventif dan pelayanan promotif

o. Kerjasama

Pembiayaan dalam penyeLenggaraan upaya kesehatan dapat diperoleh dari

pihak swasta melalui perjanjian kerjasama tel:ulis dengan pemerintah

Daerah Kota Surabaya sesuai peraturan perundang_undangan yang

berlaku.

Pemerintah Daerah Kota Surabaya melakukan perjanJtan kerjasama
dengan penyedia peayanan kesehatan milik pemeflntah. pemerintah

Proplnsi Jawa Timur dan swasta oalam penyelenggaraan jaminan
pe ayanan kesehatar cuma-cuma

p. Peran Pemerintah dan pemerintah Daerah

Pemerntah dan Perrerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan

akses terhadap tnforrtasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk
meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tingginya.

Pemeflntah daerah berkewajiban menyediakan sarana pengaduao dan

menugaskan pelaksala yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.

Pemerintah daerah berkewalrban menindak aljuti hasil pengelolaan
pengaduan sebagarrnana dimaksud pada ayat (2)

Pemerintah Daerah berperan sebagai penanggungjawab pada setiap
penanganan keadaan atau kejadian kegawatdaruratan yang terjadi pada

masyatakat
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l
Pem3rintah Daerah berkewajiban mengupayak3n dan menyelenggarakan

Sarana prasarana dan tenaga kesehatan dalarF menangani keadaan atau

kejadian keqawatdaruratan 
i'

Pemerintah Daerah dalam menangani keadaan atau kejadian

kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berhak menunjuk

oranl atau badan teftentu sebagai pelaksana teknis penanganan keadaln
atau kejadian kegawatdaruratan sesuai peraturan perundang-undang3n

yang berlaku.

Pernerintah Daerah mengupayakan pemerataan pendlrian fasilttas

pela,/anan kesehatan, dengan memperhattkan aspek wilayah dan
perkembangan pembangunan daerah. Dalam nal int pemeflntah Daerah

dapa.-t bekerja sama dengan pihak swasta dan .nasyarakat sesuai dengan
peraruran perundang-undangan yang berlaku.

q. Peran Masyarakat dan pihak Swasta

Mas'/arakat dan pihak swasta berperan sebagai pelaku usaha seiii
penEguna hasil upaya kesehatan dalam menyediakan sumber daya
kesehatan

Masvarakat dan pihak swasta berperan sebagai mitra kerja pemerintah

dalam melaksanakan program pemerintah di bidrng upaya kesehatan

Pendayagunaan tenaga kesehatan penerintah Daerah oleh masyarakat

dan pihak swasta pada fasilitas pelayanan kesehatan swasta hanya

diperkenankan di luar jam kerla pemerintah Daerah dengan seizin Kepala

Dinas

l\,4asvarakat dan pihak swasta berperan sebaga pengawas upaya

kesehatan bersama dengan embaga dan instansi teknts yang ditunjuk

berdasatkan peraturan perundang-undangan yang ber aku

Masvarakat dan p hak swasta berkewajiban untuk melakukan dan

men'/e enggarakan upaya kesehatan yang bersifai promotLf dan preventif

dalam rangka meningkatkan derajat kesehaian masyarakat.
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r. Retribusi Upaya Kesehatan

Semua penyelenggara upaya kesehatan, baik perorangan maupun badan

wajib memenuh persyaratan retrlbusi dan tarif yang telah dttentukan.

Retrbusi yang dikenakan pada sarana penye enggara upaya kesehatan

diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

s. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Upaya Kesehatan
Daerah Kota Surabaya d lakukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan
peraturan perundang undangan yang berlaku.

Penyelenggara upaya pelayanan kesehatan wajib melaksanakan
pencatatan dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang_undangan
yang berlaku.

Semua upaya kesehatar pemerintah dan Swasta dl setiap tingkat yang
berada di wilayah Kota Surabaya wajtb menyampaikan laporan kepada
Dinas Kesehatan sesuat dengan ketentuan yang berlaku

Tata.cara pencatatan dan pelaporan sebagaimana tersbeut ditetapkan lebih
lanluidengan peraturan t(epala Daerah

Da am rangka pengav/as3n Kepala Daerah melalui pelabat yang ditunjuk
wajib memberikan per ngatan baik lisan maupun tedulis kepada pemegang

rzin upaya kesehaian yang melakukan pelanggaran terhaclap ketentuan
peraturan perund ang- u nd angan yang berlaku

Orgarrsasi profest dapat memberikan peringatan te,lulis kepada pemegang

izin upaya kesehatan seplnjang menyangkut ettka profesi.

t. Larangan

Bab int mengatur larangan yang diberlakukan sebagai berikut:

(1) Peseda jaminan peLayanan kesehatan dilarang meningkatkan kelas

perawatan ke kelas perawatan inap yang lebih iinggl.

t

75



tn

I
(2) Setiap penyedia lasa pelayanan kesehatan, baik pemer ntah maupun

swasta dilarang menolak pasien dalam pelayanan kesehatan

u. Sanksi Administralif

(1) Pelanggaran atas ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) dapat dikenat

sanksi administrattf berupa pengembalian baya pelayanan kesehatan

)ang telah dibayarkan oleh pemerintah Daerah Kota Surabaya.

(2) Pelanggaran terhadap pasat 22, 23, 24. 27,35,31,39 ayat (2)

dlkenakan sankst admintstrast, berupa :

a teguran tertultsl

b. pennqatan tedulisi

c pembatasan kegiatan usaha;

d pembekuan kegiatan usaha:

e. pembatalan persetujuan,

f pembatala, penodlaran

g penghenttan sementara, sebagian atau seluruh alat produksi;

n pencaoutan zl,t

(3) Penyedia pelayanan kesehatan dan fasili:as pelayanan kesehatin
yang tidak berlzn dan ttdak memenuhi syarat dapat dikena sanksi
sebagat berikut

a. penutupan sementara tempat kegiatan,

b. pembebanan kewajiban memenuhi perizinan dengan tambahan
denda admtnistrat f

(4) Surat teguran, surat peflngatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh KeFala Daerah atau pejabat
yanq ditunjuk.

T
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(1)

Ketentuan Pidana
..

Pehnggaran atas ketentuan dalam Pasal 25 diancam pldana kurungan

paling lama 6 (enam) buLan atau denda paling banyak Rp.50.OO0.OO0,-

ilina puluh juta ruprah).

Peanggaran atas ketentuan dalam pasal 26 ayat (1) huruf a, b dan c,

diancam pidana kurungan patrng lama 6 (enam) bulan atau denda paling

oanyak Ro. 50 000 OOO - ,lima puluh.uta rupia.1)

Pelanggaran atas ketentuan dalam pasal 26 ayal (2) huruf a, diancam
pidana kurungan palng lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.

5.000.000.000,- (lima milyar ruprah).

Pelanggaran atas ketentuan dalam pasal 26 ayat (2) huruf b, diancam
pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp

50 000 OOO,- l ma puluh j-ta rupiah).

w. Ketentuan Penyidikan

renyid kan ttndak pidana dalam peraturan Daerah ,ni. di akukan oteh
)enyidik Pegawar Negeri Sipil Daerah.

'l^/ewenang Penyrd k tersebutadalah :

menerima laporan, keterangan. atau pengaduan dari seseorang

tentang adanya tndak pidana di bidang upaya kesehatan seperti
yang dialur da arr pe.arJran oaerah in

menelrti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenat orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dtlakukan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang upaya kesehatan agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebrh lengkap dan jelas;

meminta keleranga^ dan bahan bukti da. orang pribadt ataJ badan
sehubungan oenga'1 ttndak pidana:

memeriksa buku buku. catatan-catatan dan dokumen_dokumen

lain berkenaan dengan tindak pidana,

(2)

I

\(s)

-*"

14)

(1)

\2)

a.

d.
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bukti

sertd.'

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan

pembukuan, pencatatan dan doku:nen-dokumen lain

melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut

menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan

ruangan atau tempat pada saat pemer ksaan sedang berlangsung
dan memeflr.sa ioent tas orang dan atau dokumen yang dibawa.

sebagarmana dir''tdksud pada hLruf e:

meminta bantuan tenaga ahii dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana,

melakukan penyitaan benda dan atau surat sebagat bahan bukti
penyidikan,

r. memoket seseorang yang berkaitan dengan tindak pidanai

I menangg I o.ang untJk d.denga. keterangannya ddn d periksa
sebaga tersangka ata_ saksi:

k. menghentikan penyrdikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik
umum bahwa tidak terdapat cukup bui(ti, atau peflstiwa tersebut
bukan merJoaka- trnoak pldana oan selanjulnya ntea.ui oenyidi(
umum mernberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,

tersangka dan kel"arga

. melakukan tindakan latn yang dianggap perlu untlrk kelancaran
penyidikan lindak pidana di bidang Jpaya kesehatan menurut
hukum yang dapat drpertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud, memberitahukan dimulainya
lenyidikan dan menyampaikan hasil penyrdikannya kepada penuntut

rmum sesuai dengan ketentuan yang dtatur dalam Undang undang
tlukum Acara Pidana.

n
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Ketentuan Tambahan

Sernua pengu.usan untuk

dan rekomendasi pada

drpungut biaya

mendapatkan surat

ketentuan dalam

lz n, sertiFikat. surat terdaftar

Peraturan Daerah ini tidak

Ketentuan Penutup

Hal hal yang belum cukup diatur dalam

mengenai pelaksanaannya akan diatur

Kepala Daerah

Peratu.an Daerah rni, sepanjang

lebih lanjut dengan Peraturai
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BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

A. Penyelenggaraan upaya kesehatan adalah salah satu amanat dari Ljndang

Undang Dasar NRI 1945 untuk dilakukan dan diatur oleh pemerintah

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupalilan hak dar seluruh rakyat

lndonesia yang harus dijamtn dan dipenuhi oleh llegara Republik lndonesia

Kesehatan termasuk dalam hak asasi manusia dan juga menladi salah satu

indica:or dan kesejahteraan. Hal ini sudah menjadi salah satu tuluan yang

tercantum di dalam Pancastla dan pembu(aan Undang Undang Dasar.1945.

Prinsip yang melandasi penyelenggaraan upaya kesehatan daerah adalah
penkemanustaan, manfaat keadilan sosial, nondlskrjminatf, perlindungan

dan berkelanjutan

B. KebutJhan akan perlunya pengaturan mengenat upaya kesehatan daerah
secaaa filosofis merupakan perwujudan dari f osof hak asasi manusta
sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H aya: (1) UUD NRI 1945. Dalam

rangka mewujudkan tujuan bangsa yang dinyatakan dalam pembukaan

UUD l\lRl 1945 yang bertujuan mencapai keadilan sosial bagl seluruh rakyat

lndonesia, maka seluruh Warga Negara lndonesia berhak atas peayanan

kesehatan yang bermutu dan terjangkau Oleh karenanya, pernerintah

Daerah bertanggung jawab untuk mernberikan pelayanan publik sesuai

dengan asas good gavernance sebagaimana dtatur dalam Undang_Undang

Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Penyelenggaraan Upaya Kesehatan adalah tanggurg jawab pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah. Tanggung jawab ini didasarkan pada asas

otoncmi daerah dan tugas pembantuan. Tanggung jawab pemerintah pusat

dan Femerintah daerah dalam pelayanan kesehatan ini dapat berbentuk
peng;daan layanan fas itas kesehatan atau pembentukan regulasi

berkaitan dengan pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat.

C. Secara yuridis dalam rangka implementasi asas negara hukum, asas

legalitas asas demokrasi yang mengedepankan egitimasi terhadap regulasi

dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengar upaya kesehatan daerah
demi telwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat

t
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Landasan sosiologis Produk hukum daerah Kota Surabaya ieniang Upaya

Kesehatan Daerah sangat dibutuhkan sebagai landasan pemerintah dalarr,

upaya pelayanan kesehatan sebagai wujud pemenuhan hak masyarakat

untuk memperoleh peayanan kesehatan tanpa biaya yang dilaksanakan

berdasarkan prinstp non-dlskrimtnatif, padisipatif dan berkelanjutan dalam
rangka pembentukan sumber daya manusia lrdonesia serta peningkatan

ketal-anan dan daya saing bangsa bagl pembanEunan nasiona
D. Sasaran yang akan diwujudkan melalui peraturan Daerah tni adalah

penyelenggaraan upaya kesehatan daerah Kota Surabaya yang berasaskan
perikemanusiaan, manfaat, keadilan sosial, norciskrirninatif, perlindungarl,

dan berkelanjutan Adapun tujuan yang inigin dtcapai adalah untuk
memberikan pedoman pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan bagt

Warga Kota Surabayat Untuk mewuludkan deralat kesehatan masyarakat
yang setlnggFtingginya: untuk menjam n pemberian pelayanan kesehatan
yang aman, bermutu terjangkau dan merata bagi selu.uh lapisan
masyarakat, untuk men ngkatkan kualitas pelayanan kesehatan;
Menyediakan jumlah, jens dan bentuk upaya kesehatan yang sesuat
dengan kebutuhan masyarakat, serta l\,4endorong peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraan upaya kesehatan

2. Rekomendasi

A. Dalam rangka penyelenggaraan upaya kesehatan daerah Kota Surabaya
yang sesuai dengan prinsp perikemanusiaan manfaat, keadilan soslal,
nondskriminatif perltndungan dan berkelanjJ.ian. Kesehatan sebagai
kebutuhan utama dan investasl untuk pembangunan sehtngga diperlukan
adanya alokasi Anggaran baik dalam Anggaran pendapatan Belanja
Negara maupun Anggaran pendapatan Belanja Daerah. Alokasi anggaran
int capat digunakan untuk membiayai dan penyelenggaran upaya
kese-1alar bagr rn3arar"Uu,

t
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fllosofrs. sosiologis dan yuridis hendaknya melandasi dalairi

Peratu an Daera^ Ientang upaya Kesehatan Daerah

C. Perlu dibentuk dasar hukurn atau regulasi peraturan yang berkaitan dengan
upaya kesehatan daerah Regulasi atau peraturan ini adalah payung

hukum untuk melakukan pelayanan dan penjaminan hak kesehatan
masyarakat. Selain ttu, regulasl ini juga menjadi regulasi pelaksana dari
Undang Undang No 36 Tahun 2OO9 Tentang Kesehatan sehingga dapat
dimpiementasikan dan digunakan dalam pen enuhan hak asasi rakyat
lndo esia di bidang kesehatan. Sasaran, arah pengaturan, tujuan
peningkatan kesejahteraan Lansia dalam pembentukan peraturan Daerah
tentang Kesejaht-^raan Lanlut Usia hendaknya selaras dengan peraturan
perunda 1g-undangan yang di atasnya

Pertimbangan

pembentukan

I
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19 Tahun 1965)

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemer ntahan Daerah (Lembaran

Negara Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor ,125,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana.
telah diubah beberapa kat, terakhir dengan Undang_Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndones a Tahun 2008 Nomor 59

Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 4844),
Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jamrnan Sosial Nasionat

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20C4 Nomor 150. Tambahan
Lembaran Negara Re.ublik lndonesia Nomor 4456)i

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O7 Tentang Rencana pembangunan Jangka
Panjang Nastonal Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik lndonesta
Tahun 2017 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesra
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik

Negara Republik lndonesia Tahun 2OOg Nomor 112, Tambahan
Negara Republik tndoresia Nomo. 5O3g);

(Lembaran

Lembaran
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lJndang-Undang Nomor

Republik lndonesia

Republik lndonesia

36 Tahun 2009 tentang

Tahun 2009 Nomor 144,

Nomor 5063):

Kesehatan (Lembaran Negara

Tambahan Lernbaran Negara

UnOang-UnOang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran

Republik lndonesia Tahun 2OO9 Nomor 153. Tambahan Lembaran

Republik lnoonesia No-nor 5072)

Negara

Negara

Undang -Undang Nomor '12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Negara Republlk tndonesia Norlor 5234);

Undang-Undang Nomor 24 Iahun 2011 tentang Badan penyelenggara Jamlnan
Sosial (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 116,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5256)

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 Tentanl penerima Bantuan luran
Jaminan Kesehatan (Lernbaran Negara Tahun 2C12 Nomor 264. Tambahan

lembaran Negara Nomor 5372);

Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2OO5 Nomor.l40,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578)

Peraturan Pemetintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan

Penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
lndonesta Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Nega.a Republik

lndonesia Nomor 4585)
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Peraturan P3merintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan
Penga\Jasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593), k

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2CrO7 tentang pembagian Urusan
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Indonesa Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubii6
lndonesla Nomor 4737)

Peraturan Pemerintah Nomor 4j Tahun 2OO7 tentang Organisast perangkat

Daeral^ (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89.
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Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Srstem Kesehatan Nasional
(Lembaran Negara Republtk Indonesia Tahun 2012 Nornor i 93);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 20.13 Tentang Janinan Kesehatan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 20.13 Nomor 29)

Peraturan lVenteri Dalam Neger Nomor 53 Tahun 2C11 Tentang pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republtk lndonesia Tahun 2011

Norror 5941;

Peraturan N4enteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman

Penge llaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan

lvlenter Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7
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Peraturan l\,43nteri Kesehatan Nomor 741lMENKES/PERN ll/2008 tentang Standar

Peiayanan l\,4inimal BiCang Kesehatan di Kabupaten/Kota,

Peraturan I!'enteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sstem Rujukan

Pelayanan Kesehatan perorangan (Berita Negara Republik lndonesia Tahun
2012 N)mot 122),

Keputusan Menten Kesehatan Nomor .12g/Menkes/S 
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Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadt Kewenangan Daera. (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 20OB Nomor 11 Tambahan Lemba.an Daerah Kota
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